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RINGKASAN

Reformasi konstitusi bagi bangsa Indonesia adalah merupakan suatu
kebutuhan yang sangat mendasar bagi berlangsungnya proses hukum yang sedang
berjalan. mengingat Indonesia adalah negara vang berdasarkan atas hukum, maka
segala macam instrumen yvang berkaitan dengan hukum harus berjalan secara
sinergis agar mampu menciptakan ruang keadilan dan kesejahteraan bagi
masyarakat. Salah satu hasil yang cukup nyata dari reformasi terhadap UUD 1945
adalah dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi vang dilakukan pada sidang
tahunan MPR tahun 2001, sebelumnya Mahkamah Konstitusi hanya sekedar
wacana bagi para ahli hukum, sebab masih banyak perdebatan mengenar rumusan
Mahkamah Konstitusi yang cukup ideal vang sesuai dengan aturan yang termual
dalam UUD 1945 Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi lahir denpan saru
legalitas huhum vakni Undang undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi yang mengatur secara jelas dan kongkret tentang kedudukan maupun

kewenangan vang berkaitan dengan tugas dan fi ungsi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik  Indonesia mempunyar 4 (empat)
kewenangan scbagaimana diatur dalam Undang undang Dasar 1945 Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada ti ngkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh Undang undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran  partai poliuk, dan  memutus
perselisihan tentany basil pemilihan umum.

Tupusn yang hendak dicapai dalam penulisan skrnipst i adalah untuk
mengetahur latar belakang  dibentuknya Mahkamah Konastitusi di Indonesia,
mengetahul proses hak ﬁji material - Undang-undang terhadap Undang undang
Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang undang No 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan bagaimanakah prospek Mahkamah

Konstitusi bagm proses penegakan hukum di Indonesia

X1y
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Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber
bahan diperoleh dari berbagai ketentuan-ketentuan aturan hukum vang berlaku
sekarang yang berupa undang-undang dan aturan hukum vang lain, data juga
diperolah dari berbagai kajian ilmiah semacam tulisan iimiah, maupaun sumber
bahan lain vang mampu mendukung penulisan skripsi ini, pengumpulan data
dilakukan dengan cara studi pustaka, sedangkan anslisis data yang digunakan
adalah deskriptif kualitatif

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan hal vang sangat penting
bagi kebutuhan daya dukung proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia
Proses hak uji material undang-undang olch Mahkamah Koonstitusi termuat
dalam Bagin Delapan Pasal 50 sampai Pasal 60 Undang undang No 23 Tahun
2004 tentany Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan
yang dimilikinya nantinya diharapkan mampuy menyelesatkan berbagar kasus
secara independen yang menjadi kewenangannya dan tiduk menjadi lembaga vang

mudah dintervensi oleh lembaga negara vang lain

XV
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dnamika mengenai negara hukum di Indonesia masih terus menemukan
bentuknya sciring dengan perkembangan masyarakat, teringat sehuah proses
sejarah tentang cita-cita negara hukum yang dikemukakan dalam Abad XVII di
Inggris vang pada akhirnya melatarbelakangi Revolusi 1688, hal tersebut
merupakan reaksi masa lalu terhadap kesewenang-wenangan dan penindasan di
masa lampau. oleh karena itu unsur-unsur dalam negara hukum mempunyai
hubungan yang sangat erat dengan sejarah dan perkembangan masvarakat dan imi
belum tentu settap negara akan memiliki kesamaan, maka unsur-unsur negara
hukumpun jupa berbeda

Dalum penulisan skripsi ini akan mencoba untuk mengupas perkembangan
hukum khususnya mengenai perkembangan Tata Negara Indonesia yang dalam
perkembangannya sangal membutuhkan penyempurnaan baik mengenar perangkat
hukum maupaun individu sebagai pelaku dalam menentukan dan memutuskan
sebuah kebijakan hukum

Undang undang Dasar 1945 telah mencgaskan bahwa Negara Indonesia
adalah berdasar atas hukum (rechustaats), udak berdasarkan atas kekuasaan belaka
(machtstausts), vang artinya adalah bahwa dalam Hukum Tata Negara Indonesia

secara umum akan memuat satu ketegasan mengenai negara hukum Seperti juga

halnya dalam Alenia IV Mukadimah Konstitusi RIS mengatakan bahwa memiliki

dasar untuk mewujudkan kcbahagiaan, kesejahteraan, perdamaian  dan
kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang
berdaulat sempurna, vang artinya jika dilihat dari sisi historis konstitusi Indonesia
sebenarnya sudah memiliki konsepsi jauh kedepan mengenal negara hukum
Pergufatan yang  berkembang pada dewasa ini bukanlah merupakan
keadaan yang berdiri sendin, melamkan merupakan pergulatan panjang yvang
bermula  sejuk  sebelum  Proklamasi  Kemerdekaan Pergulatan  1tu  adalah

pergulatan ideologis. Rupanya sejarah keporakporandaan bangsa dan negara
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sebagai akibat dan didirikannya RIS yang federal oleh pengikut Van Mook,
maupun kehidupan liberal yang dilaksanakan melalyi Undang undang Dasar
Sémentara Tahun 1950 yang hanya mampu melahirkan Jatuh bangunnva kabinet
dan timbulnya pergolakan atau pemberontakan di beberapa daerah, tidak cukup
merupakan bukti bagi mereka bahwa sistem tersebut tidak sesua dengan kondisi

Indonesia.

Para politisi sebuah partai politik selaly mengemukakan bahwa Undang
Undang Dasar 1945 telah melahirkan sistem vang otoriter seperti yang terjadi
pada jaman Orde Baru. Dalam hal ini mereka mencoba menutupi kenyataan
bahwa vang terjadi pada zaman Orde Baru bukanlah pelaksanaan Pancasila dan
Undang Uindang Dasar 1945 melainkan pendistorsian terhadap Pancasila dan
UTID “45 (Sutrisno Wirosumarto, 2001:2)

Opimi vang berkembang justru bertentangan dengan realitas tersebut yang
merupakan pemikiran dan sikap ahistoris, schingga akan menyesatkan rakvat,

terutama generast muda vang tidak ikut mengalaminya

Berdasarkan sebuah pengamatan, maka bangsa Indonesia menganggap sudah
cukup apabila kewenangan pemerintah diatur vang pokok-pokok saja, datur
kerangka dasarnya saja, sedangkan pengaturan yang lebih rinci dapat diatur
kemudian, dan harus dsesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Olch
karena 1tu masalah-masalah pokok tersebut sebaiknya diatur dalam  hukum
dasar atau konstitusi saja (Azhary, 1995:122).

Sistem hukum dasar meliputi -

I Cita-cita hukum (rechsidee) yang menguasat hukum dasar tertulis dan

hukum dasar tidak tertulis;

Hukum dasar Indonesia mengutamakan  hukum  dasar vang tertulis.

Disamping itu juga berlaku hukum dasar tidak tertuhs;

3. Undang undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung
dalam Pembukaan kedalam pasal-pasalnya;

4. Undang undang Dasar hanya memuat peraturan pokok yang bersifat singkat
dan supel, mudah mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat dan
negara Indonesia,

3. Mementingkan semangat para penyelenggara negara vang harus mengetahui,
memahami, menghayati, dan mengamalkan lebih lanjut cita-cita hukum
Negaru Republik Indonesia. (Padmo Wahjono, 1982:9-11)

b
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Pemerintah yang berdasarkan atas sistem konstitusi atau sistem hukum
Dasar, secara formalnya ditentukan dalam Undang undang Dasar 1945 atau
hukum dasar tertulis. Apabila ditelusuri dalam Undang undang Dasar 1945 akan
ditemukan hak dan kewajiban pemerintah dan pengawasan terhadap pemerintah.

Melihat sebuah realitas dari Konstitusi vang sudah berjalan di Indonesia
sekarang nampaknya semakin mengalami berbagai bentuk yang akhimva juga
memberikan ruang bagi terciptanya lembaga yuridis atau lembaga hukum vang
memiliki fungsi  yang sangat mendukung bagi sistem penegakan hukum di
Indonesia, dahulu diwakt Orde Baru dipakai lembaga yang dinamakan
Mahkamah Agung guna menyelesaikan perkara hukum yang belum mampu
diselesaikan pada lembaga pengadilan tinggl maupun pengadilan negert Seiring
tuntutan  hukum vyang berkembang di masyarakat dan merupakan bentuk
perkembangan Hukum Tata Negara kita maka kemudian muncul lembaga
peradilan yang lebih khusus untuk menyelesaikan perkara dalam hal ke-tata
negaraan yang dinamakan adalah Mahkamah Konstitusi yakni satu lembaga yang
tergolong sangat baru yang nantinya diharapkan dapat menciptakan solusi bagi

penyclesatan perkara ke Tata Negaraan,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Mencermati perkembangan hukum yang ada saal i yang ditunjang
dengan perangkat hukum baru yang bernama Mahkamah Konstitusi , maka hal ini

mendorong penulis untuk menulis skripsi dengan mengambil Judul

“HAK UJI MATERIAL UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG
UNDANG  DASAR 1945 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI"

1.2 Ruang Lingkup

Penulis mambatasi ruang lingkup penulisan skripst im hanva pada Proses
hukum Hak |11 Material Undang undang Terhadap Undang undang Dasar 1945
olech Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang undang No, 24 Tahun 2003

tentang Mahlamah Konstitusi.

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan Masalah dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut -

1. Bagaimanakah latar belakang dibentuknya Mahkamah Konstitusi ?

2. Bagaimanakah proses Hak Uji Material Undang undang terhadap Undang
Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang
undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Koonstitusi ?

3. Bagaimanakah Prospek Mahkamah Konstitusi bagi proses penegakan

hukum di Indonesia ?

1.4 Tujuan Penulisan
Tupuan Penulisan i adalah -
I Ingin mengetahui latar belakang dibentuknya Mahkamah Konstitusi:
2. Untuk mengetahui proses Hak Uji Material  Undang undang terhadap
Undang undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan
Undang undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitust;
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3. Untuk melihat prospek Mahkamah Konstitusi bagi proses penegakan

hukum di Indonesia.

1.5 Metodologi Penulisan
Setiap penulisan suatu karya ilmiah tentunya digunakan cara atau metode

tertentu agar tulisan itu dapat memenuhi svarat schagai karya ilmiah. Metode vang
penulis pakai maksudnya sebagai suatu cara untuk mendapatkan hasil penulisan
secara optimal dan memenuhi syarat keilmiahannya. Schubungan dengan hal
tersebut diatas maka dalam penulisan skripst imi vang dipergunakan adalah
sehaga berik ut
I.5.1 Pendehatan Mulsnluh

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan masalah

secara vundis normatil yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan

sumber data schunder (Socmitro, 1988 10)

1.5.2 Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan vang diperoleh dalam penulisan sknipsi i ada dua yakni
1.5.2.1 Bahan Hukum Primer
Sumber bahan primer ini diperoleh dari berbagai ketentuan-ketentuan
aturan hukum yang berlaku sckarang yang berupa undang-undang dan
aturan hukum yang lain.
1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder
Sumber bahan sekunder ini diperolah dari berbagai Kajian 1lmiah
semacam  tuhsan ilmiah, maupaun sumber data lain vang  mampu

mendukung penulisan skripsi ini,

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam penubisan skripsi ini pengumpulan data ditakukan dengan cara -
1.5.3.1 Studi Pustaka
Melalut studi pustaka  yaitu mengumpulkan data dengan mempelajan
berbagar buku, Intaratur, peraturan perundang-undangan ataupun artil el
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timiah yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini sehingga dapat

diyjadikan acuan penulisan

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

“Analisa bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisa
deskriptif kualitatif, vaitu cara memperolah gambaran singkat suatu permasalahan
yang tidak cidasarkan atas angka-angka bilangan statis, melainkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Soemitro, 1990 98).

“Dalam melakukan perbandingan, maka analisa bahan vang dipakai adalah
dengan meneliti faktor-faktor tertentu vang berhubungan dengan situasi atau
fenomena yang diselidiki dan membandi ngkan satu faktor dengan vang lain atau
biasa disebul denpun studi komparatif”’ (Winamo Surakhmad, 1982 143)

Bahan yang diperoleh selain dari pustaka juga diperoleh dan literatur-
literatur, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan  penulisan
skripsi ini, kemudian bahan tersebut diolah dan dianalisy serta disusun secara

sistematis lalu dituangkan dalam penulisan skripsi ini.
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FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Para pendiri negara telah merumuskan dalam UUD 1945 bahwa fungsi-
fungst negara dibagikan ke dalam fungsi-fungsi enam lembaga negara, vaity
Majelis  Permusyawaratan Rakyat, Presiden atau Wakil Presiden, Dewan
Perwakilan Rakyat, Badan Pemerksa Keuangan, Dewan Perumbangan Agung
dan Mahkamah Agung. Secara konseptual, gagasan pembentukan ke 6 lembaga
1tu didasarkan atas pemahaman bahwa vang sesungguhnya berdaulat dalam negara
Republik Indonesia adalah rakyat yang menjelmakan diri dalam pelembagaan
MPR. Karena itu, diupayakan agar keanggotaan MPR it mencakup semua
lapisan dan golongan rakyat, schingga susunannya meliputi para angpota DPR
yang dipihih sebagai wakil rakyat, utusan-utusan dan daerah-dacrah. dan utusan-
utusan dari volongan-golongan penduduk vang beragam dalam masyarakat di
tanah arr

Dari lembaga negara inilah, kekuasaan-kekuasaan vang bersumber pada
kedaulatan rakyat itu dibagi-bagikan secara vertikal kepada lembaga-lembaga
tinggi negara di bawahnya, yaitu Presiden atau Wakil Presiden untuk kekuasaan
pemerintahan, DPR dan BPK untuk kekuasaan pengawasan, DPA  untuk
memberikan bimbingan dan nasehat, dan MA untuk kekuasaan mengadili setiap
penyelewenangan sehingga dapat terwujud cita-cita keadilan dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.

Keenam lembaga negara pada pokoknya dapat dibedakan ke dalam tiga ranah
atau wilayah kekuasaan pokok, yaitu MPR, DPR dan BPK dalam ranah
legislatif’ dan pengawasan, Presiden, Wakil Presiden dan DPA berada dalam
ranah cksckutif dan pemerintahan, sedangkan Mahkamah Agung berada dalam
ranah kekuasaan judikatif Ketiga-tiganva perlu ditata dan direposisi sesuai
dengan amanat reformasi melalui agenda (a) restrukturisasi lembaga parlemen,
(b) pembatasan kekuasaan pemerintahan schingea mumni menjadi lembaga
eksekutif belaka, dan (¢) penguatan sistem kekuasaan kehakiman vang mandiri
dan berkeadilan (Jimly Asshiddigie, 2000.2) .
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Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga Hukum baru
pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Menurut Pasal 24 UUD 1945
setelah amandemen, hak kekuasaan kehakiman ada di tangan Mahkamah Agung,
dan lembaga-lembaga peradilan lain Peradilan Umum. Peradilan Agama,
Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi berada sederajat dengan

Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga atau pemegang kekuasaan
kehakiman yang mempunyai kewenangan-kewenangan khusus. Antara lain
mengadili sengketa antarlembaga negara, melakukan hak uji undang-undang
terhadap Undang undang Dasar, mengadili sengketa hasil pemilihan umum,
mengadili persoalan pembubaran partai. Juga memeriksa, mengadili, dan
memutus usulan DPR tentang dugaan presiden melanggar ketentuan-ketentuan
yang telah diaur UUD. Misalnya jika presiden melakukan kejahatan tindak
pidana berat seperti korupsi, pengkhianatan, perbuatan tercela dan sebagainya.
Dan yang harus dimengerti, keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa
lembaga negara, pemilu, pembubaran partai dan sebagainya selain mmpeachment
(memenksa, mengadili, dan memutus usulan DPR tentang dugaan tindakan
presiden) murupakan keputusan pertama dan terakhir (final). Adapun tentang
impeachmeni masih harus dikembalikan kepada MPR dan DPR. Idealnya,
Mahkamah Konslitusi memang merupakan lembaga yang berperan sebagai

penjaga atau pengawal agar konstitusi tidak dilanggar.

Munculnya Mahkamah Konstitusi ini kemudian banyak perdcbatan publik
mengenal kedudukan Mahkamah Konstitusi sendiri terhadap Mahkamah Agung
yang munghkin suatu saat Mahkamah Konstitusi bisa lebih superior daripada
Mahkamah Agung, dilain sisi bahwa dengan menganalisa kewenangan Mahkamah
Konstitusi, maka mampukah Mahkamah Konstitusi melakukan Hak Ujpi Material
terhadap [/ndang undang Mahkamah Konstitusi sendiri  ketika terjadi
ketidaksesuaian dalam Undang undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi
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2.2 Dasar Hukum

Scbagai karva tulis ilmiah, maka skripsi ini juga dilengkapi dengan
landasan wuridis atau dasar hukum vang ada kaitannya dengan maten

permasalahan, yakni antara lain :
1. Undang lindang Dasar 1945,
Pasal 24 ayat (2) vang berbunyi ;

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan vang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan

tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
Pasal 24 C vakm ¢

Avat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yano putusannya bersifat final untuk mengu)i undang-undang terhadap
Undang undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga tinggi nepara
vang kewenenangannva diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan

LTI,

Ayat (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil

Presiden menurut Undang Undang Dasar.

Avat (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim
konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang
oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang

oleh Presiden,

e

v

—
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Avat (4) Kewua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilth dari dan oleh

hakim konstitusi.

Ayat (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak
tercela, adil. negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, sena

tidak merangkap sebagai pejabat negara

Ayat (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi. hukum acara serta
ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang

2. Undang undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Wak Uji
A. Hak Uji Formal (formele toetsingrecht)
Hak menguyi adalah wewenang menilai, apakah suatu produk legislatil seperti
undang undang misalnya terjelma melalui cara-cara atau proscdur sehagaimana
telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
atau tidak Pengertian menguji formal jelas bermakna bahwa dinilai atau diwyi
adalah tata cara atau prosedur pembentukan undang undang, apakah sesuai atay
tidak dengan apa saja yang telah ditentukan atau diganiskan dalam peraturan
perundang-undangan (Sri Soemantri, 1997:6-7)
Salah satunya apakah sesuai dengan tatacara pembentukan undang undang
di Indonesia berdasarkan LUUD 1945, seperti yang termuat dalam Padal 5 ayat (1)
UUD 1945 scbelum amandemen menyebutkan bahwa Presiden memegang
kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat. Dalam Pasal 20 ayat (1) juga menyebutkan bahwa tiap-tiap undang-
undang menchendaki persetujuan Dewan  Perwakilan Rakvyat, jadi menurut
ketentuan yang ada dalam UUD 1945, undang undang itu adalah suatu bentuk
peraturan yang  dihasilkan oleh Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan
Rakyat, denpan perkaman lain suaty peraturan tersebut  merupakan produk
bersama kedua lembaga negara tersebut,
Dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) meski disebutkan sccara tidak
tegas, bahwa undang-undang tersebut merupakan produk bersama antara Presiden
dan Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapt hal itu harus ditafsirkan demikian,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

i

Sepertt yang dikemukakan di atas dapat diketahui dengan adanya kata
“dengan persetujuan” yang merupakan syarat ditetapkannya sebuah undang-
undang, artinya tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan itu
akan dinyatakan berlaku tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, hal
tersebut diberi nama Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang undang
(Perpu) sebapaimana telah diatur dalam Pasal 22 avat (1). Akan tetapt apabila
demikian halnya hauslah dipenuhi syarat yang lain yakmi “dalam hal ikhwal
kegentingan vang sangat memaksa”, atau seperti yang pernah ditentukan dalam
Pasal 96 aval (1) UUDS tahun 1950 “karena keadaan-keadaan vang medesak™

Dalam Pusal 5 avat(1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menjadi berbeda
dengan rumusan yang dipergunakan dalam Pasal 89 UUDS 1950 yang
didalamnya dikatakan dalam Pasal 89 yakni kecuali atas apa vang ditentukan
dalam Pusal 140 maka kekuasaan perundang-undangan, sesuai dengan
ketentuan-ketentuan  bagian ini, dilakukan oleh pemeintah bersama-sama
dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Sri Soemantri | 1997 8),

Perbedaan yang utama nampak pada tiadanya penegasan dalam ketentuan
Pasal § avati 1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 bahwa pembeniukan undang-
undang dilakukan bersama-sama oleh Presiden dan DPR, sedangkan dalam Pasal
89 ULIDS 1950 tegas disebutkan bahwa pembentukan  perundang-undangan
dilakukan olch pemerintah bersama-sama dengan DPR

Apabila dibandingkan dengan ketentuan pasal 89 UUDS 1950 | ketentuan
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 avat(1) UUD 1945 mengandung pendapat bahwa
sebenarnya kekuasaan mengandung pendapat bahwa sebenarnva  kekuasan
membuat undang-undang di Indonesia ada pada Presiden, tidak pada DPR, yang
hanya memberikan persetujaun, pendapat tersebut sekilas ada kebenarannya jika
dibaca secara harfiah susunan bahssa vang terumus dalam ketentuan dalam Pasal
5ayat (1) UUD 1945,

Melihat sisi sejarah penyusunan UUD 1945 | bahwa para pembentuk UUD
1945 pada umumnya terdiri dari pimpinan bangsa vang mengetahu dengan baik
doktrin dan teon tentang pemisahan kekuasaan atau teori pembagian kekuasaan,
dari pemahaman terhadap doktrin atau teori tersebut, para penyusun LUILID 1945

dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 tidak menganut doktrin pemisahan
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kekuasaan atau Trias Politika dalam arti “seperation of powers"” melainkan
pembagian kekuasaan atau “distribution of powers”. Hal tersebut terbukti antara
lain dari ketentuan Pasal 5 avat (1) UUD 1945, schingga ketentuan ini
menunjukkan adanya “kekuasaan bersama” (sharing power) dalam pembentukan
undang-undang antara Presiden dan DPR, jadi tidak semata-mata kekuasaan DPR
sebagaimana vang termuat dalam asas “trias politika”,

Pembentukan undang-undang merupakan kekuasaan bersama Presiden dan
DPR, yang penerapannya termaktub dalam bunyi Penjelasan Pasal 5 ayat (1)
UUD 1945 yvang menegaskan : “Kecuali Kekuasaan eksekutif. Presiden bersama-
sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan “Legislatif power™ dalam
kehidupan bernegara. Dengan demikian . kekuasan legislative sesual dengan asas
aslinya ada pada badan perwakilan dalam hal ini DPR hanya menurut ketentuan
Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang dijalankan oleh Preseden bersama-sama dengan
DPR.

Berdasarkan urauan diatas maka suatu peraturan yang dinamakan undang
undang nantinya ditetapkan tidak menurut cara-cara atau prosedur yang telah
ditentukan, hak menguji dapat dilakukan, maka hal demikaian yang dinamakan
hak menguyi formal.
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B. Hak Uji Material (materiele toetsingrechr)
Hak menguji material atau “materiele toetsingrecht " adalah suatu wewenang
untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-
undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordende machi) berhak
mengeluarkan suatu peaturan tertentu (Sri Soemantri . 1997:1 ).

Hak menguji material ini berkenaan dengan isi dari peraturan perundang-
undangan dalam hal hubungannya dengan peraturan yang lebih tingg derajatnya,
ketika scbuah undang-undang dilihat dari isinya bertentangan dengan Undang
undang [Dasar 1945, maka undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak
mempunyal dava mengikat, misalkan seperti vang dapat dilihat dalam ketentuan
UU No. 19 tahun 1964 tentang Kehakiman yang telah dicabut oleh UU No. 14
Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Didalam Pasal 19 Undang-undang No. 19 Tahun 1964 tentang Kehakiman
tersebul dikulakan antara lain bahwa Presiden Republik Indonesia dapat turut
campur tangan dalam Kekuaaan Kehakiman demi kepentingan revolusi, vang
dimaksud kepentingan revolusi ini tentunya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum
karet yang bersifat elastis, dengan demikian atas dasar ketentuan tersebut maka
Presiden dapat memerintahkan agar supaya pada terdakwa vang melakukan
perbuatan pidana tertentu dapat dijatuli pidana vyang seberat-beratnya  atau
dibebaskan dan segala tuntutan.

Didalam penjelasan terhadap Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 disebutkan
bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dan
pengaruh kekuasaan pemerintah. Meskipun masih terdapat permasalahan vang
tumbul tentang kedudukan penjelasan UUD 1945 ditinjau dan tertib hukum yang
berlaku, artinya apakah penjelasan tersebut mempunyai kekuatan mengikat atau
tidak, akan tetapi apa yang ditentukan dalam Pasal 19 UU No. 19 Tahun 1964
lentang  Kehakiman  tersebut memang bertentangan  dengan semangat  yang
dibangun oleh UUD 1945, khususnya yang berkenaan dengan kekuasan
kehakiman  Dengan  demikian UU  Pokok Kehakiman  diatas  seharusnya
dinyatakan tdak memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu isinya

sangat bertentangan dengan UUD 1945,
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Didalam MPR Sidang Umum pada bulan Maret 1978 telah mengeluarkan
Ketetapan MPR No. [[I/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja
Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Antar lLembaga-lembaga Tinggi Negara,
Pasal 11 ayat (1) Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa “Mahkamah Apung
adalah badan vang melaksanakan kekuasaan kehakiman vang dalam pelaksanaan
tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan pengaruh-pengaruh
lainnya.

D1 dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jelas bahwa kekuasaan kehakiman
di Indonesia meliputi -

I. Peradilan Umum;

2. Peradilan Agama;

3. Peradilan Militer dan :

4. Peradilan T'ata Usaha Negara; dan sebuah Mahkamah Konstitusi,

Dinegara Republik Indonesia hanya terdapat satu Mahkamah Agung, maka
Kekuasaan yang merdeka tersebut dilakukan oleh semua jenis kekuasaan
kehakiman, vakni antara lain :

I. Mahkamah Agung;

2. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tingi yang merupakan Peradilan Umum.

3. Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan Peradilan
Agama;

4. Mahkamah Militer dan Mahkamah Tinggi Militer vang merupakan Peradilan
Militer dan ;

5. Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggr Tata Usaha Negara yang
merupakan Peradilan Tata Usaha Negara,

Seperti vang termuat dalam Pasal 11 ayat (1) Ketetapan MPR, kekuasaan
yang merdeka tesebut tidak hanya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemenintah,
akan tetapi juga dari pengaruh-pengaruh yang lain. Yang menjadi pertanyaan
adalah bagaimanakah menjaga konsistensi kekuasaan kehakiman hanya dimiliki
olah Mahkamah Agung Apabila dalam penjelasan atas Pasal 24 dan Pasal 25
UUD 1945 vang merupakan fex generalis, maka yang tercanum dalam Pasal 11
ayat (1) Ketetapan MPR merupakan /ex specialis. Dengan demikian berlaku asas
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“Lex specialis derogat legi generalis”, vang artinya jika semua jenis kekuasaan
kehakiman terdapat kemerdekaan dalam arti lepas dari intervensi kekuasaan
pemerintah, maka hal tersebut bisa menjadikan Kemerdekaan Mahkamah Agung
dapat lebih luas lagi.

Mahkamah Agung selain terlepas dari intervensi kekuasaan legislative
maupun cksckutif” ataupun kekuasaan vang lain maka akan menjadi preseden
bahwa lembaga yudikatif yang ada di Indonesia diharapkan mampu
menyelesaikan persoalan yang menyangkut perkembangan hukum ketata negaraan
vang ada dimasyarakat.

Melihat uraian diatas berkaitan dengan hak wi material mengingat muncul
perubahan dilam Hukum Ketatanegaraan di Indonesia maka kewenangan hak uji
matenial tdak lagi menjadi kewenangan Mahkamah Agung namun ada lembaga
baru vang scderajat dengan lembaga tersehut yakni menurut Undang undang
Dasar 1945 amandemen Ketiga, lembaga tersebut dinamakan Mahkamah
Konstitusi vang kewenangan maupun keanggotaannya telah diatur dalam Undang
undang Dasar Amandemen Ketiga yang termuat dalam Pasal 24 ayal (2) vang
berbunyi

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Kewcnangan Mahkamah Konstitusi dalam hal untuk menguji Material
sebuah Undang undang terhadap Undang undang Dasar 1945 diatur dalam pasal
24 Cayat (1) vang berbunyi -

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannva bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang
undang dasar, memutus  sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannva diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran
partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
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Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut ketentuan Undang undang Dasar
1945 Pasal 24 C ayat (1) adalah sebagai berikut :

i:
i

Menguji undang-undang terhadap Undang undang Dasar ;
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara vang kewenangannya
diberikan oleh Undang undang Dasar 1945:

. Memutus pembuﬁm*an partai politik; dan

. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Mahkamah Konstitusi seyogyanya berada di luar atau terpisah dan Mahkamah
Agung, sckalipun sama-sama lembaga yudisial. Sebab. Mahkamah Konstitus
yang berwenang memberi keputusan judicial review atas perundang-undangan
berdasarkan penafsiran ketentuan UUD 1945 serta mengadili sengketa-
sengketa lembaga-lembaga negara, sengketa antara pemerintah pusat dan
sengketa antara pemerintah daerah dalam menjalankan peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang dan memberikan pertimbangan-
pertimbangan hukum, baik diminta maupun tidak, kepada lembaga-lembaga
tinggl negara sesuai dengan Tap MPR No [II/MPR/1978 (Albert Hasibuan,
Kompas, 2003),

Selian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi Juga mempunya kewajiban

yang sebenarnya juga berarti kewenangan meskipun keputusannya tidak final

memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan

pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang undang
Dasar 1945, seperti disebutkan dalam Pasal 24 C ayat (2) jo Pasal 7B UUD 1945

Perubahan Ketiga,
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2.3.2 Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga negara
baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan Undang undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Scbagai organ konstitusi, lembaga
ini didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-
undang Dasar  melalui putusan-putusannya. Dalam Menjalankan tugas
konstitusionalnya, Mahkamah  Konstitusi berupava mewujudkan  visi
kelembagaannva vaitu :

"Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta negara hukum dan
demokrasi dermi kelidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat”

Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan
kekuasaan kchakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggungjawahb
sesual dengan amanat Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Tugas Mahkamah Konstitusi dalam upaya menjadikan Undang undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Konstitusi vang hidup
karena nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalamnya dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian diharapkan amanat konstitusi dapat
ditunaikan scbaik-baiknya sekaligus memenuhi harapan masvarakat luas akan rasa
keadilan vang dicita citakan,

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah memiliki dasar
konstitusional yang kuat, tetapi belum bisa dioperasionalkan secara maksimal,
karena terkait adanya berbagai intervensi politik dalam kepentingan elit eksekutif
maupun parlemen. Keharusan pengaturan vang lebih lanjut tentang Mahkamah
Konstitusi oleh sebuah undang undang organik memang lazim di banyak negara,
sepertt di Jerman, ltalia, dan Korea Selatan, suatu hal vang berbeda dengan
Thailand vang diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi itu sendin,
selamm yang telah diatur secara lebih rinci dalam Konstitusi Thmland Dari
kekuatan konstitusional tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, termyata salah
satu kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah memutus sengketa
Kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan olch Undang undang
Dasar 1945, kewenangan seperti itu Juga diberlakukan di negara Afrika Selatan
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Republik Cekoslowakia, Italia, Jerman, dan Korea Selatan, tetapi tidak di Perancis

maupun di Thailahd.
Dibentuknya Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan
hukum di bidang ketatanegaraan selama ini,yakni tidak adanya institusi dan
mekanisme yang mampu mengatasi terjadinya konflik antar Lembaga Negara
dalam menginterpretasikan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi itu sendiri
adalah suatu pengadilan yang secara khusus mengadili berbagai perkara yang
menyanghkut penafsiran  konstitusi. termasuk pula Kkewenangan untuk
membekukan atau membubarkan partai politik, serta mengadili persengketaan
atau perselisihan hasil pemilu (Sumali. 2002 - 66).

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga atau pemegang kekuasaan
kehakiman yang mempunyai kewenangan-kewenangan khusus, antara lain
mengadili scngketa antar lembaga negara, melakukan hak uji undang-undang
terhadap Undang undang Dasar, mengadili sengketa hasil pemilihan umum,
mengadili  persoalan  pembubaran  partai. Juga memeriksa, mengadili, dan
memutus usulan DPR tentang dugaan presiden melanggar ketentuan-ketentuan
yang telah diatur UUD 1945 misalnya jika presiden dan vang harus dimengerti,
keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa lembaga negara, pemily,
pembubaran partai dan sebagainya selain impeachment (memeriksa. mengadili,
dan memutus usulan DPR tentang dugaan tindakan presiden) merupakan
keputusan pertama dan terakhir (final).

Mahkamah Konstitusi adalah sebagai the guardian of constitution, rujukannya
adalah rujukan konstitusi, bukan undang-undang, undang-undang itukan yang
menjadi objek untuk direview, diselidiki, dan dikaji oleh Mahkamah Konstitusi
berdasarkan bagaimana ketentuannya atau norma atau prinsip dalam konstitusi
(Ketua Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Firmansyah Arifin,
Kompas, 2003)

“Adapun tentang impeachment masih harus dikembalikan kepada MPR dan
DPR. Idealnya, Mahkamah Konstitusi memang merupakan lembaga yang
berperan sebagai penjaga atau pengawal agar konstitusi tidak dilanggar” (Abdul
Mukthie Fadjar, Kompas, '2[!{!3],
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2.3.3 Kedudukan dan Kewenangun Mahkamah Konstitusi
A. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan
Undang undang Dasar 1945

Mengngat landasan berlakunya Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD
1945, maka ada beberapa hal mengenai kedudukan maupun kewenengannya yang
telah diatur, antara lain

Kedudukan Mahkamah Konstitusi yakni sebagai bagian dari kekuasaan
kehakiman dengan posisi sejajar dengan Mahkamah Agung, seperii vang termuat
pada Pasal 24 ayat (2) vang berbunyi .

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Muahkamah Agung dan badan
peradilan  yang berada dibawahnya dalam  lingkungan peradilan  umum,
lngkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, hingkungan peradilan
tata usaha necara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Kewcnangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) vang
berbuny:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang
undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara vang
kewenangannya diberikan oleh Undang undang Dasar, memutus pembubaran
partai politik. dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sebagai perincian kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah schagai berikut
1. Menguji Undang undang terhadap Undang undang Dasar 1945 -
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang undang Dasar 1945;
Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

Selain tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi juga mempunya kewajiban
yang scbenarnya juga berarti kewenangan meskipin keputusannya tidak final
membenkan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan

pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang undang
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Dasar 1945, seperti disebutkan dalam Pasal 24 C ayat (2) junte Pasal 78 UUD
1945 Perubahan Ketiga.

B. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan
Undang undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Menurut Undang undang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 2
menyebutkan
Mahkamah Konstitusi merupakan salah saty lembaga negara vang melakukan
kekuasaan kehakiman vang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan,

Menurut  Undang undang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 3
menyebutkan

Mahkamah Konstitusi berkedudukan di [bukota Negara Republik Indonesia.

Dalam Undang undang Mahkamah Konstitusi BAB Il KEKUASAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI Bagian Pertama Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) vang
memuat wewenang Mahkamah Konstitusi vakni -

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tungkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
dibertkan oleh Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

¢. memutus pembubaran partai politik; dan

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

(2) Mahkamuh Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah  melakukan pelanggaran hukum
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana
berat lainnya, atau perbuatan tercela. dan/atau tidak lagi memenuhi syarat
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d,

b.

sebagai Presiden dan‘atau Wakil Presiden scbagaimana dimaksud dalam
Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara
sebagaimana diatur dalam undang-undang.

korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan
sebagaimana diatur dalam undang-undang.

tindak pidana berat lainnva adalah tindak pidana vang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih,

perbuatan tercela adalah perbuatan vang dapat merendahkan martabat Presiden
dan/atau Wakil Presiden

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah
syaral schugaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

C. Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan

Negara Jerman

A Segala Kewcnangan dan Keanggotaan dalam Mahkamah Konstitusi  di

Indonesia telah tercantum dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 meliputi
Kewenanpan -

I. Mengadili tingkat pertama dan terakhir vang putusannya bersifat final
untuk menguji UL terhadap UUD 1945:

Il

Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan 1LIUD 1945:

3. Memutuskan pembubaran partai politik;

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu;

5. Memberikan putusan ats pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran

olch presiden atau wapres
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Keanggotaan
. Mempunyai 9 orang angpota hakim konstitusi vang ditetapkan oleh

presiden:

b

Pengajuan anggota dilakukan oleh 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR.
dan 3 orang oleh presiden:
3. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim

konstitusi,

Kemudian untuk mengetahui perbandingan antara Mahkamah Konstitusi
Indonesia dengan Negara Jerman dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini vang

memuat sistem vang diberlakukan dinegara tersebut, yakni

B. Kewenanian Mahkamah Konstitusi Di Republik Fedearn! Jerman

Mahkiamah  Konstitusi  Jerman satu-satunya badan  peradilan ying
berwenang menguji peraturan perundang-undangan dan undakan pemerintah
terhadap Basic Law, Mahkamah Konstitusi Jerman dibentuk tahun 1951 vang
memiliki konsep pengadilan federal yang otonom dan merdeka dan segala alat
kelengkapan  konstitusional vang lain, dalam undang-unangnya menyatakan
bahwa para hakim Mahkamah Konstitusi secara administratif berada dibawah
pengawasan Menteri Kehakiman Federal. Para hakim Mahkamah Konstitusi
merasa keberatan atas pengawasan vang dilakukan oleh Menteri Kehakiman vang
kemudian  mercka menginginkan  sebuah memorandum  kepada  Presiden,

Bundestag, Bundesrat, dan Perdana Menteri

Secara Umum, Mahkamah Konstitusi Jerman berfungsi sebagai berikut

I. Membatasi  kekuasaan organ-organ  konstitusional lain dan membagi-
bagikan kekuasaan diantara organ-organ tersebut:

2. Semacam badan “super parlemen” yang dapat menempatkan para legislator

pada tempat yang tepat,

Sebagar pelindung Basic Law (Sri Soemantri. 1997 49)

L
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Sesuar dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 93 Basic Law, tugas

dan wewenang Mahkamah Konstitusi Jerman antara Lain -

Ly

Memberikan penafsian terhadap Basic Law. dalam haltenadi perselisihan
mengenal fuas lingkup hak-hak dan kewajiban-kewajiban organ tinggi federal
atau prhak-pihak lain baik berdasarkan Basic Law maupun ketentuan-ketentuan
vang dibuat organ tertinggi Federal memiliki hak-hak dan Kewajiban-
kewajiban Mahkamah Konstitusi akan memberikan putusan yang menafsirkan
arti yang terkandung dalam Basic Law:

Memberikan putusan dalam hal tersebut perbedaan pendapat atau keragu-
raguan, apakah undang-undang Federal atau Undang undang Negara Bagiian
sesual atau tudak dengan Basic Law, atau apakah Undang undang Nepgara
Bagian sesuai atau tidak dengan Undang undang Federal Permintaan kepada
Mahkamah Konstitusi dapat diajukan oleh Pemerintih Federul, Pemernintah
Negara Bagian atau sepertiga dan anggota Bundestag,

Membenkan putusan apabila terjadi perbedaan pendapat mengenar hak-hak
dan kewajiban-kewajiban, khususnya mengenai pelaksanaan Undang undang
Federal oleh Negara Bagian dan Pelaksanaan pngawasan oleh pthak Federal,
Perselisthan-perselisihan lain vang bersangkutan dengan hukum publik antara
pthak Federal dengan pihak Negara Bagian, antara Negara-negara Bagian, atau
antara suatu Negara Bagian dengan Bagiannya, kecuali kalau perselisthan itu
menjadi kompetensi pengadilan lamn:

Tuntutan Konstitusional karena alasan bahwa hak-hak sebagaimana tercantum
dalam pasal-pasal 20 ayat (4), 33.38.101, 103, 104 Basic Law telah dilanggar
oleh penguasa:

Tuntutan oleh sckelompok atau perhimpunan berdasarkan alasan hak-hak
mengatur dine sendini menurut Pasal 28 telah didengar oleh suatu UL vang
berlaku bukan UL Negara Bagian,

Kasus-kasus lamn sebagaimana ditetapkan dalam Basic Law
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Dari berbagai literatur yang ada maka dapat disimpulkan bahwa
Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki kewenangan dan keanggotaan scbagai
berikut :

Kewenangan
I. Menilai Konstutusional atau tidaknya Undang undang nepara bagian
dengan Undang undang federal/basic law:

2. Membatasi dan membagi kekuasaan lembaga-lembaga negara.

Keanggotaan

I. Mahkamah Konstitusi Jerman terdiri dari 2 senat Vang masing-masing
terdirt dari 7 orang anggota Senat pertama diketuai Ketua Mahkamah dan
Senat kedua diketuai Ketua Wakil Ketua Mahkamah:

2. Enam Hakim Mahkamah Konstitusi berasal dari hakim federal (sampai
berusiy 68 tahun) diangkat oleh Bundesrat dan 5 orang lainnva vang bukan
berasal dari hakim flederal diangkat untuk jabatan 8 tahun (Rincian
perbandingan lihat Tabel)
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PEMBAIIASAN

3.1 Latar Belakang Dibentuknya Mahkamah Konstitusi

Lembaran sejarah pertama Mahkamah Konstitusi (MK) adalah diadopsinya
1de Mahkamah Konstitusi (constitutional court) dalam amandemen Undang undang
Dasar 1945 vang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada
tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal
24C Undang undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga vang disahkan pada 9
November 2001 Ide pembentukan mahkamah konstitusi merupakan salah satu
perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modemn yang muncul pada abad
ke-20. Ditinjau dari aspek wakty, negara Indonesia tercatat sebagar ncgara ke-78
yang membentuk MK sekaligus merupakan negara pertama di dunia pada abad ke-
21 yang membentuk lembaga ini. Sambil menunggu pembentukan MK, MPR
menctapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara
waktu, vakni sejak disahkannya Pasal 111 Aturan Peralihan Undang undang Dasar
1945 hasil 'erubahan Keempat, pada 10 Agustus 2002, Untuk mempersiapkan
pengaturan sccara ninel mengenai MK, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemenintah
membahas  Rancangan Undang undang (RUU) tentang Mahkamah Konstitusi
Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemenntah menvetuyw secara
bersama pembentukan Undang undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitust pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada har itu juga dan
termuat dalam Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4316,

Dua hari kemuchan, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan
Pressden Nomor 147/M Tahun 2003 mengangkat 9 (sembilan) Hakim Konstitusi
untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para
Hakim Konstitusi di Istana Negara, pada 16 Agustus 2003 Lembaran perjalanan
MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dan MA ke MK, pada 15 Okuaber
2003, yang menandar mulai beroperasinya kegiatan MK schagal salah saw
cabang kckuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang undang Dasar 1945
Mulat beroperasinya kegiatan MK Juga menandai berakhimya kewenangan
MA dalam melaksanakan kewenangan MK scbagaimana diamanatkan oleh

¥ YL
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Pasal [ Aturan Peralihan Undang Undang  Dasar 1945
(MahkamahKonstitusi.go.id, 29 Maret 2004),

Para perumus Perubahan Keempat UUD 1945 tampaknya ingin membuat
hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-58 pada 17 Agustus 2003, menjadi
tonggak scjarah baru peradilan di tanah air ini. Mereka mengabadikan tanggal itu
dalam Pasal |1l Aturan Peralihan Perubahan Keempat UUD 1945 scbagai hari di
mana sebuah mahkamah baru akan lahir, mahkamah itu tak lain adalah
Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebenarnya telal hampir dibentuk oleh para Sfounding
fathers negara kita di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI), Pada rapat-rapat BPUPKI yang mempersiapkan UUD
Indonesia, sempat pula diperdebatkan perlu tidaknya pembentukan pengadilan
spesial di luar Mahkamah Agung. Dalam salah satu rapat BPUPKI, Prof M.
Yamin pernah menggagas lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa
yang timbul di bidang pelaksanaan konstitusi, lazim disebut constiurionele
gesciul atau constituttonal  disputes. Gagasan Prof. Yamin berawal dari
pemikiran perlunya diberlakukan suatu matericele toetsingrechr (uji materil)
terhadap undang-undang, Namun, gagasan itu disanggah oleh anggota BPUPKI
vang lain Prof. Socpomo. Dalam rapat besar BPUPKI pada 15 Juli 1945 ia
mengatakan bahwa pembentukan sebuah pengadilan spesial yang khusus
menangarni  konstitusi  belumlah diperlukan.  Alasannya, menurut Prof
Soepomo. [ndonesia belum memiliki banyak ahli yang dapat mengisi jabatan
it ( hukumontine.com, 17 Agustus 2003).

Mahkamah Konstitusi merupakan sesuatu fenomena baru, bukan saja bag
Indonesia, namun juga bagi dunia ketatanegaraan di banyak negara. Dari seluruh
negara di dunia, Mahkamah Konstitusi hanya dikenal di 45 negara. Dari ke-45
negara tersebut, rata-rata memang permah mengalami krisis konstitusional dan
berubah dari otoriter menjadi demokrasi. Dalam proses perubahan itulah
Mahkamah Konstitusi dibentuk. Beberapa dari ke-45 negara tersebut dapat
disebutkan antara lain Afrika Selatan, Equador, Indonesia, Venezuela, Lithuania.
Korea Sclatan, Mesir. Croatia, Czech, Jerman, ltalia, Thailand, Austria, dan juga
Spanyol.  Khusus untuk Jerman, Italia, Austria dan Spanyol merupakan
pengecualian sebagaimana disebut sebelumnya, vakni dibentuknya Mahkamah
Konstitusi i masSing-masing negara tersebut tidak terkait dengan krisis
konstitusional. Ke-45 negara tersebut tidak sepenuhnya mengenal satu istilah

Mahkamah Konstitusi atau Constitutional Court (Indonesia, Korsel, Lithuama)
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untuk lembapga yang memihiki fungsi ‘udicial review'  stilah lain untuk
Mahkamah Konstitusi atau lembaga yang agak murip pengertiannya antara lain
Counsel onstitutionel Perancis), Privy Council (Inggnis), dan Dewan Konstitusi
atau Constitutional Council (Alzajair) vang merupakan pengaruh dari model

Counsel Constirutionel-nya Perancis,

Modifikasi berbagai model Mahkamah Konstitusi terjadi bukan hanya
karena adanya perbedaan istilah, namun Juga disebabkan keragaman sistem
hukum vane dianut negara vang bersangkutan. Mahkamah Konstitusi dj
lingkungan negara-negara yang menganut ‘civil law', berlainan dengan konsep di
lingkungan ‘common  law' sepertt di Amerika Serikat  Titik berat dalam
membedakan kedua sistem hukum ini. terkait dengan Mahkamah Konstitusi,
adalah pada upava untuk tidak mencampur-adukan antara fungsi Mahkamah
Konstitusi  dengan  Mahkamah Agung atau lebih khusus lagi, menyangkut
eksistensi peradilan tata usaha negara yang hanya dikenal dalam sistem 'civif fuw'
sepertt di Indonesia

Mahkamah Konstitusi berikut tugas dan wewenangnya, pertama Kkali
diperkenalkan pada Perubahan Ketiga UUD 45 Pasal 11l Aturan Peralihan
Perubahan Keempat UUD 1945 vang disahkan pada Sidang Tahunan MPR 9
November 2001 Sebetulnva, pasal 1m hadir sebagai jalan keluar untuk mengisi
kekosongan hukum sementara Mahkamah Konstitusi belum terbentuk  Indonesia
pada waktu itu benar-benar berada di tengah knisis Konstitusi vang parah
Khususnya pasca impeachment Abdurahman Wahid dan kursi Presiden pada
Sidang Istimewa MPR akhir 200] Mengenai sengketa (penafsiran) isi konstitusi
antara Presiden Wahid di saty s1sl, dan parlemen (MPR/DPR) di sisi vang lain

yang pada ak hirnya berujung pada impeachment.

sejumlah pakar yang menjadi staf ahli Panita Ad Hoc 1 Badan Pekerja
MPR  kemudian mengatakan bahwa perlu ada masa peralihan sementara
Mahkamah Konstitusi sebelum terbentuk. Terdapat dua pemikiran yang
berkembang saat 1u vaitu mereka yang mengingimkan pelaksana sementara
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kewenangan Mahkamah Konstitusi dipegang oleh Mahkamah Agung (MA),
sedang yang lain menghendaki oleh MPR. Hal demikian wajar saja mengingat
kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sangat luas dan strategis. Sesuai Pasal
24C UUD 45, Mahkamah Konstitusi memiliki lima kewenangan yaitu menguji
undang-undang terhadap UUD (judicial review/matericele  toetsengrechr),
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh UUD, memutus pembubaran parpol, memutus sengketa hasil pemilu, dan
membenkan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh
presiden/wakil presiden
Pada Sidang Tahunan MPR 10 Agustus 2002 akhirnya disahkan Amandemen
Keempat UUD 1945 yang dalam Pasal [l Aturan Perahhan diatur bahwa
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan
sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan olch MA. Kemudian, pada
16 Oktober 2002 Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menandatangani
Peraturan MA (Perma) No.2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung Dalam Perma

tersebut, MA sudah mulai menyusun hukum acara Mahkamah Konstitusi
(fekumontme.com, 17 Agustus 2003).

D1 saat yang sama, DPR tengah menyusun RUU tentang Mahkamah
Konstitusi yang dimotori oleh Ketua Badan Legislasi DPR Zmn Badjeber la
mengatakan proses penyusunan RUU Mahkamah Konstitusi sudah mulai dirintis
Baleg sejak Perubahan Ketign UUD 45 disahkan. Namun, ia mengakui
penyusunan RUL sempat terhenti menjelang dikeluarkannva Perma No.2 Tahun

2002 temtanyg Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi

RUU Mahkamah Konstitusi kemudian diajukan ke pimpinan DPR pada 15
November 2002 sebagai usul wusiatif Legislanf Pada tanggal 23 Januari 2003
rapat panpurna DPR menerima usul imsiatif ini menjadi usul DPR. Namun, usul
DPR int terpendam di DPR sampai 13 Mei 2003 dan kemudian baru dibentuk
Pansus DPR. ternyata, meski sudah terbentuk pansus RUU-nya sendiri belum
dikinm ke pemerintah. Pada tanggal 18 Mei Presiden menginm surat amanat
presiden (Ampres) menunjuk Menten Kehakiman dan HAM dan Jaksa Agung

untuk membahas RUL Mahkamah Konstitusi bersama pansus. Hal vang menarik,

e g D s L
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menurut Zain, 1st Ampres tersebut tidak lazim. Pasalnya, di dalam surat itu

presiden memberikan catatan panjang lebar mengenai RUU vang akan dibahas.

RUU Mahkamah Konstitusi diselesaikan pada 6 Agustus 2003 setelah melalu
masa pembahasan yang cukup singkat Sepekan kemudian, tepatnva 13
Agustus, 2003 Presiden menandatangani UU No 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi. Pada 16 Agustus, Presiden mengambil sumpah
sembilan orang hakim konstitusi yang telah ditunjuk oleh DPR, MA dan
Presiden. Kesembilan hakim Kkonstitusi itu adalah Prof Jimly Asshiddigie,
Achmad Rustandi, | Dewa Gede Palguna, Prof. H.A.S. Natabaya, Prof. Muktie
Fadjar, Dr. Haryono, Prof. Laica Marzuki, Sudarsono, dan Muarar Siahaan.
Tiga nama pertama diusulkan DPR, tiga nama berikutnya diusulkan Presiden,
dan tiga vang terakhir oleh MA (hukumoniine.com, 17 Agustus 2003),

Komposisi hakim Konstitusi ini wajar jika timbul pertanyaan, apakah para
hakim Konstitus) itu sudah merepresentasikan para ahli yang mampu melakukan
tugas hakim konstitust seperti diinginkan oleh Prof. Socpomo. Ataukah, para
hakim terscbut hanya merepresentasikan kekuatan politk vang ada di tiga
lembaga pengusul. Bagaimanapun, hakim konstitusi telah terpilih, kita berharap
mudah-mudihan mercka tidak akan pernah melupakan sumpah dan jangi vang
mereka untuk memegang teguh Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia

lahun 1945, sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

3.2 Proses Hak Uji Material Oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan
Undang undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Dalam melakukan proses menguji matenal Undang undang terhadap
Undang undang Dasar 1945 termuat pada Bagian Kedelapan yakni mengenai
Pengujian Undang undang terhadap Undang undang Dasar vang disebutkan dari
Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 Undang undang No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi
Menurut Pasal 50 menvebutkan |
Undang-undang vang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang vang
diundangkan setelah perubahan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
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Mengenai Pemohon, yakni pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, vaitu:
a, perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masvarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara (Pasal 51 ayat (1) ).

Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang
hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya. Dalam Pasal 51 ayat (2) permohonan
sebagaimana dimaksud, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa

. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 danvatauy

b. maten muatan dalam avat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap
bertentangan dengan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 ( Pasal 51 ayat (3)).

Dalam Pasal 52 menyebutkan :

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan vang sudah dicatat dalam
Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada DPR dan Presiden untuk diketahui,
dalam jangku waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kena sejak permohonan dicatat
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitus,

Setelah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kemudian
Mahkamuh  Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanva
permohonan pengujian undang-undang dalam Jangka waktu paling lambat 7
(twjuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Repistras1 Perkara
Konstitus: ( Pasal 33)

Mahhamah Konstitusi dapat meminta keterangan danvatau risalah rapat

vang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan‘atau Presiden
(Pasal 54

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang vang
sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang
yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian

Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi (Pasal 55).
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Dalam Pasal 56 mr:_n},rchulkan antara lain

(1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemochon dan/atau
permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat ditenma.

(2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan,
amar pulusan menvatakan permohonan dikabulkan.

(3) Dalam hal permohonan dikabulkan schagaimana dimaksud pada avat (2),
Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas maten muatan ayat, pasal,
dan/atau bagian dan undang-undang yang bertentangan dengan Undang
undang [Jasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuh ketentuan
pembentukan undang-undang berdasarkan Undang undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menvatakan permohonan
dikabulkan.

(5) Dalam hal undang-undang dimaksud tdak bertentangan dengan Undang
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengena
pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan

menyatakan permohonan ditolak.

Kemudian Pasal 57 menyebutkan |

(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menvatakan bahwa
maten muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang hertentangan
dengan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang terscbut tidak
mempunyal kekuatan hukum mengikat

(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa
pembentukan  undang-undang  dimaksud  tidak memenuht  ketentuan
pembentukan undang-undang berdasarkan Undang undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat
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(3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajb dimuat
dalam Benita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) han
kerja sejak putusan diucapkan

Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku,
sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut
bertentangan dengan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Putusan Mahkamah Konstitusi mengenal  pengujian  undang-undang

terhadap Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah

Agung

Dalam Pasal 60 menyebutkan

Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang

telah diup, ndak dapat dimohonkan pengujian kembal;

Contoh dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 008/PUIL-
[1/2004, perkara yang dihadapi oleh K H Abdurrahman Wahid vang menolak
segala bentuk diskriminasi dan menjunjung tinggi persamaan di depan hukum
dan pemennthan dengan tidak ada kecualinya Sebagar warga negara Gus Dur
mempunyai hak untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dengan turut
serta berpartisipasi didalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam hal ni
menolak segala bentuk diskriminasi di dalam peraturan perundang-undangan
vaitu Pasal & Undang undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, vang nyata-nyata merugikan kepentingan behau
dalam pencalonannya sebagai calon presiden. Pasal 6 Undang undang Nomor
23 Tahun 2003 yang berisi syarat-syarat calon Presiden dan syarat-syarat
calon Wakil Presiden, kenyataannya vakni Gus Dur dinilai cacat fisik atau
tidak mampu secara jasmani dalam melakukan kinerja schagai seorang

presiden

Pasal 6 huruf d yang menyatakan " mampu secara roham dan jasmani

untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 6 avat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 vang antara lain menyatakan " Calon
Presiden dan Wakil Presiden harus mampu secara rohani dan jasmani untuk

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden

Pada akhimya Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Perkara Nomor
008/PUU-112004 Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa permohonan
Pemohon harus ditolak dengan memperhatikan, Pasal 24 C Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) juncto
Pasal 45, juncto Pasal 51 ayat (1) dan juncto Pasal 56 ayat (1) Undang-undang
Nomor 24 lahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi
Menvatakan permohonan para Pemohon berkenaan denpan Pasal 6 huruf s
Undang undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden tidak dapat diterima dan menyatakan permohonan para Pemohon
berkenaan dengan pengujian Pasal 6 huruf d Undang undang Nomor 23 Tahun
2005 tentany Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ditolak (Lihat

Lampiran 2)

Proses Berperkara dalam Mahlamah Konstitusi adalah sebagal benkut

I. Pengajuan Permohonan;
I. Ditulis dalam bahasa Indonesia:
2. Ditandatangani oleh pemohon/kuasanya.
3. Diajukan dalam 12 rangkap;
4. Jams perkara;
5. Sistematiha,

a. ldentitas & lepal standing;

b. Posita,

¢ Petitum
6. Disertai bukti pendukung,
Khusus untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilu diajukan paling lambat 3 x 24
jam sejak KPU mengumumkan hasil pemilu.
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2, Penjadwalun Sidang
I. Dalam 14 han kerja setelah registrasi ditetapkan Hari Sidang | (kecuali perkara
Perselisihan Hasil Pemilu);

- Para phak diberitahw/dipanggil;

2

- Diumumkin kepada masyarakat.

et L

Pemenriksaan Pendahuluan
I Sebelum pemeriksaan pokok perkara, memeriksa:
- Kelengkapan syarat-syarat Permohonan
- Kejelasan materi Permohonan
2. Memberi nasihat;
-Kelengkapan syarat-syarat Permohonan
- Perbaitkan maten Permohonan
3. 14 hari harus sudah dilengkapi dan diperbaiki.
4. Pendaftaran
I. Pemeniksaan kelengkapan permohonan oleh panitera;
- Belum lengkap, diberitahukan
-7 hari s¢jak diberitahu, wajib dilengkapi

- Lengkap

I3

Registrasi sesuar dengan perkara,

Lad

- Fuguh hart kerja sejak registrasi untuk perkara,
a. Pengujian undang-undang;
-Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden dan DPR
-Permohonan dibentahukan kepada Mahkamah Agung
b. Sengketn kewenangan lembaga negara Salinan permohonan disampaikan
kepada lembaga negara termohon;
¢ Pembubuaran partai politik;
Salinan permohonan. disampaikan kepada Parpol vang bersangkutan
d. Pendapat DPR.
Salinun permohonan disampaikan kepada Presiden
Khusus untuk perkara perselisihan hasil pemilu, paling lambat 3 han kena sejak

registrasi Salinan Permohonan disampaikan kepada KPU |



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lh

1=

36

5. Pemeriksaun Persidangan

. Terbuka untuk wnum:

[

. Memeriksa : permohonan dan alat bukti:

- Para pihal: hadir menghadapi sidang guna memberikan keterangan;

F oW

- Lembaga Negara dapat diminta keterangan tertulis dengan tenggang waktu

maksimal 7 han sejak diminta harus telah diperiuhi;

- Saksi dan atau ahli memberi keterangan;
- Pihak-pihak dapat diwakili kuasa, didampingi kuasa dan orang lain.
. Putusan

25 o

. Diputus paling lambat dalam tenggang waktu;
a.Untuk perkara pembubaran partai politik, 60 hari kerja sejak registrasi:
b. Untuk perkara perselisihan hasil pemilu;
Presiden danvatau Wakal Presiden, 14 hari kerja sejuk registrasi
DPR, DPD dan DPRD, 30 hari kerja sejak registrasi
¢. Untuk parkara pendapat DPR, 90 hari kerja sejak registrasi.
- Sesuai alat bukti, minimal 2 alat bukti, memuat:
a. Fakta,
b. Dasar hukum putusan.
. Cara mengambil keputusan;
a, Musyawarah mufakat;
b. Setiap hakim menyampaikan pendapat/pertimbangan tertulis
¢. Diambil suara terbanyak bila tak mufakat:
d. Bila tidak dapat dicapai suara terbanyak, suara terakhir ketua mencntukan,
- Ditandatangani hakim dan panitera;
Berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
- Sahinan putusan dikirim kepada para pihak 7 hari sejak diucapkan;
. Untuk Putusan perkara;
a. Pungupan undang-undang, disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan
Mahkamah Agung;
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b.Sengketa kewenangan lembaga negara, disampaikan kepada DPR. DPD dan
Presiden,
¢. Pembubaran partai politik, disampaikan kepada partai politik yang
bersangkutan;
d. Perselisihan hasil pemilu, disampaikan kepada Presiden:
Pendapat DPR, disampaikan kepada DPR Presiden dan Wakil Presiden

3.3 Prospek Mahkamah Konstitusi Bagi Proses Penegakan Hukum di

Indonesia

Sepanjang ecnam tahun reformasi berjalan, namun masih menunjukkan
bahwa eht penegak hukum masih selalu tidak berpijak terhadap sistem  hukum
vang ada, hal mi dapat menimbulkan indikasi rendahnva penegakan supremasi
hukum, maka vang terjadi adalah hukum rimba Seharusnya perlu dungat bahwa
persoalan besar yang dihadapi bangsa ini tidak akan pernah bisa diselesakan
sepanjang persoalan hukum belum bisa diperbaiki

Mahkamah Konstitusi dibutuhkan ketika bangsa Indonesia sedang
berproses dalam menyelesaikan permasalahan hukum vang masih belum mampu
diselesatkan oleh lembaga hukum yang ada. Kena Mahkamah Konstitusi sangat
penting untuk  mempertahankan  konsep dan kontinuitas pasal-pasal dalam
konstitusi secara profesional, sehingga kerja perbaikan terhadap sistem hukum
akan menjadi lebih baik, hal tersebut sudah menjadi amanat amandemen Undang
undang Dasar 1945 oleh Panitia Ad Hoc ( PAH) I MPR waktu itu

Keberadaan Mahkamah  Konstitusi sekaligus untuk menjaga pengalaman
kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu vang ditimbulkan oleh tafsir ganda
terhadap konstitusi, sebab semasa orde baru kebelakang, lembaga-lembaga
negara dan system ketatanegaraan mandul total karena totaliterianisme (Bivitri,
Fukum.online, 12 November 2003 ).
Mahkamah Konstitusi masa mendatang nantinya  diharapkan mampu
menciptakan check and balances bagi sistem hukum vang selama ini masih belum
mampu mewujudkan tatanan hukum yang berpihak pada kebenaran dan keadilan

sesual dengan harapan masyarakat,
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Berbagai intervensi politik yang dilakukan oleh anggota parlemen di
lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat
scharusnya semakin menambah tingkat konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam
memutuskan kebijakan. Realitasnya seringkali ketika dalam ranah politik lebih
dominan, maka yang terjadi adalah kebijakan di tingkat yudikatif tidak mampu
untuk menangkal kuatnya intervensi yang berbau politis. Kedepan Mahkamah
Konstitusi schagal lembaga yudikatif tidak menciptakan sebuah penetrasi hukum
vang berakibat bisa mengurangi independensi Mahkamah Konstitusi dalam
menentukan kebijakan hukum.

Dalam hal permohonan perkara yang telah masuk ke Mahkamah
Konstitusi akan memperlihatkan kecepatan dan ketepatan dalam memutus
perkara, baru-baru ini setelah pemilihan anggota Legislatif digelar, maka banyak
sekali kasus yang masuk, antara lain 142 kasus pelanggaran dalam pemilu, dan 4
kasus permohonan terhadap pengujian undang-undang terhadap Undang undang
Dasar 1945, dengan adanya lembaga hukum baru ini diharapkan kasus-kasus
hukum yang sebelumnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung, maka setelah
Mahkamah Konstitusi terbentuk akan memiliki kewenangan dalam mengatasi
kasus tersebut seperti yang telah disebutkan dalam Undang undang Dasar 1945,
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara vang melakukan
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan, jika hal tersebut dilaksanakan secara konsisten
terhadap semua penyelesaian hukum yang sekarang dihadapi, maka Mahkamah
Konstitusi melaksanakan tugasnya akan benar-benar sesuai dengan  harapan
masyarakat yang mendambakan keadilan, seperti dalam kasus penyelesaian hak uji
material Pasal 60 huruf g Undang undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan
Perwakilan Dacrah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam rangka rekonsiliasi
nasional, di masa datang pembuat undang-undang diharapkan untuk
mempertimbangan kembali pembatasan itu, yang ditkut oleh fegislative review,

untuk memutakhirkan bunyi Pasal 60 huruf g sesuai dengan pertimbangan-

.
-
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pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) Undang undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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KESIMPULAN DAN SARAN sl

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan
schagar berih ut

I. Bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan kebutuhan yang sangat
penting dun mendesak bagi perbaikan sistem hukum vang ada sekarang 1m,
dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi maka akan mengurangi duplikasi
kewenangan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hal melakukan hak
uji matertal terhadap Undang undang Dasar 1945:

2. Dalam melakukan pengujian material Undang undang terhadap Undang undang
Dasar 1945 harus melalui prosedur sesuai dengan Undang undang No 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang yang dapat dimohonkan
untuk diuyt adalah undang-undang vang diundangkan setelah perubahan
Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pemohon vang
mengangpap hak dan/atau  kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang antara lain perorangan warga negara Indonesia,
kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hdup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau prnivat dan
lembaga negara;

3. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum vang baru dibarapkan mampu
menuntashan sckian permasalahan hukum yang muncul vang sebelumnya
belum dapat diatasi oleh lembaga hukum yang ada, apabila Undang undang No
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dilaksanakan secara konsisten,
maka Mahkamah Konstitusi akan mampu memperbaiki krisis hukum vang

sekarang dialami bangsa [ndonesia

40
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4.2 Saran

Berdasarkan konklusi diatas maka berikut ini ditawarkan sejumlah saran
vang dapat dijadikan rekomendasi bagi berlangsungnya pelaksanaan hak wji
material oleh Mahkamah Konstitusi dimasa yang akan datang, yaitu :

I. Berkaitan dengan diberlakukannya Amandemen Undang undang Dasar 1945
Pasal 24 ¢, maka Ketetapan MPR No. [II/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum
dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dan Ketetapan MPR RI
No.Il/MPR/1999 tentang PeraturanTata Tertib Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia batal demi hukum, supaya ndak terjudi dualisme
hukum atau duplikasi wewenang antara MPR dengan Mahkamah Konstitusi
dalam  menguji undang-undang terhadap Undang undang Dasar 1945 dan
Ketaetapan MPR,

2. Mahakamh Konstitusi diharapkan mamapu melakukan pengujian | baik secara

formil muupun material sehingga wewenang Mahkamah Konstitusi dapat
dilaksanakan secara independen dan konsisten vang artinya tidak ada intervensi
dant MPR. DPR ataupun Presiden;

3. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum bary hendaknya memiliki
sebuah kemampuan dalam menegakkan supremasi hukum dan dimasa depan
nantinya tidak terjadi tumpang tindih atas kewenangan vang dimiliki oleh
Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan yang dimiliki Mahkamh Agung
maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat;

4. Didalam melaksanakan hak uji material | seperti termuat dalam Pasal S0
Undang undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut
sebaiknya ditinjau kembali, sebab Mahkamah Konstitusi dalam melakukan hak
uji matenal tidek perlu dibatasi hanya undang-undang  setelah Perubahan
Keempat Undang undang Dasar 1945, vang artinva hanva berlaku pada undang
undang seielah tanggal 19 Oktober 2003
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PUTUSAN

Perkara Nomor 008/PUL-TT/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAIIA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeniksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tmgkat pertama
dan terakhir. menjatuhkan putusan dalam perkara  Permohonan Pengujian Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap
Undang-Lindang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, vang dimjukan oleh

1. Nama KL ABDURRAIIMAN WALLID
Pekerjaan Ketua Umum Dewan Svuro Partas Kebangkitan Bangsa
Alamal - JIL Kalibata Timur | No. 12, Kalibata, Jakarta Selatan

Yang bertindak baik seluku pribadi / warga negara Indonesia maupun  selakuy  Ketua
Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa: ~————. =%

[hsebut sebagu - [\ | . PEMOHON I
2. Namau Dr. ALWIABDURRAHMAN SIHIHAB

Pekerjaan Ketua Umum Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa

Alamat JI. Kalibata Timur [ No. 12, Kalibata, Jakarta Sclatan.

Yang bertindak baik selaku pnbadi / warga negara Indonesia maupun selaku Ketua Umum
Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa, —
Disebut sebag A e NPT ... PEMOUHON 11,

Dalam hal i diwakili olch Kuasanya SYAEFUL ANWAR, SH., M.Hum.,
MOHAMMAD TOHADI, SH., M.8Si., AGUS SALIM, SH., Advokat baik bersama-sama
maupun sendin-scndin yang bergabung dan menamakan diri TIM KUASA HUKUM K.IL
ABDURRAIIMAN WAHID, yang berdomisili  hukum di Jalan Kalibata Timur 1 No 12,
Kalibata, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 19 April
2008; ~vememmrre el

Untuk selanjutnya disebut sebagai ; PARA PEMOHON;

- Teluh membacy permohonan Para Pemohor, ——eeeeeee

= Telah mendengar keterangan Para Pemohon; e

- Telah mendengar keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, - e i i Y
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- Telah membaca keteranpan tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia;
= Telah memeriksa BUREBUEN: s e rrraretvmmrer e e
DUDUK PERKARA

Menimbany bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat

permohonannya bertanggal 19 April 2004 vang diterima di Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia pada hari Senin, tanggal 19 Apnl 2004 dengan Registrasi
Perkara Nomor 008/PUU-112004, dan telah diperbatki pada persidangan tanggal 22 Apnil
411 S SEeHE SRS S

Menimbany bahwa Para Pemohon yaitu Pemohon | dan Pemohon 1l mengajukan

Permohonan Pengujian Pasal 6 (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, vang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagar berikut -~ ——eee -

Adapun dasar-dasar | alasan-alasan diajukannya permohonan i adalah scbagai berikut = ——

L. DASAR HUKUM PERMOHONAN

I. Bahwa dalam Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945

eV ]

berbunyi + — D e clnin ot i

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar ... “

Bahwa permohonan pengujian Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diundangkan pada tanggal 31 Juls
2003, didasarkan pada ; ——

Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi;

Bahwa Pasal 50 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi -

Pasal 50 :

* Undang-undang vang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang
yang divndangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun 1945 «

Pasal 10 ayat (1) hurufa :
(1) " Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertuma dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk : -
4. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 %
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Bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden diundangkan setelah perubahan  Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yakni diundangkan pada tanggal 31 Juli 2003
Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pasal 24 C ayat (1) Undang-
Undang Dusar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Juncto Pasal 10 avat (1) dan
Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitus:,
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa. menguji  dan  memutus
permohonan Para Pemohon: -

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mah kamah Konstitusi berwenang untuk
memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon: ———-———oeeues

e e e e e L -

1. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1.

bJ

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undan g-undang Nomaor 24 tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi : * Pemohon adalah pilak yang mengangpap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnva dirugikan oleh berlaku nya undang-undang, vaitu

L

A perorangan warga negara Indonesiag - -

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang; --- — - -

¢. Badan hukum publik atau privat; —ooeeeo . —

d. Lembaga negara “; -

Bahwa kedudukan Para Pemohon, Pemohon | dan Pemohon 11 dalam perkara ini
sepertt telah dikemukakan diatas, adalah baik sebagai perorangan warga negara
Indonesia maupun scbagai badan hukum ( Partai Kebangkitan Bangsa ) vang
concern dan peduli terhadap perlindungan dan pencgakan KEADILAN, HUKUM,
DEMOKRASI dan HAK ASASI MANUSIA di Indonesia; ——--—reeeeememmereennen.

B it T ——

Bahwa sebagai wujud kepeduhan diatas, Para Pemohon, Pemohon | dan Pemohon 11
menolak scpala bentuk diskriminasi dan menjunjung tnggi persamaan di depan
hukum dan pemenintaban dengan tidak ada kecualinya. Dan sebagai warga negara
Para Pemohon mempunyai hak untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara
dengan turut serta berpartisipasi didalam kehidupan berbangsa dan bernepara dalam
hal int menolak segala bentuk diskniminasi di dalam peraturan perundang-undangan
yaitu Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, yang nyala-nyata merugikan kepentingan Pemohon |
dan Pemohon I1; ceeeee

—_——

Bahwa sebagai warga negara Para Pemohon mempunyai hak vang sama untuk
membangun masyarakat, bangsa dan negara dengan turut serta berpartisipasi di
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk ikut berpartisipas: untuk
menjadi calon Presiden dan atau calon Wakil Presiden Republik Indonesia vang
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b
merupakan hak yang dijamin secara konstitusional ~ berdasarkan  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah nyata-nyata dihambat
dan dijegal oleh Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilthan
Umum Presiden dan Wakil Presiden;

5. Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum di atas menurut Pemohon,
maka jelaslah bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan dasar
kepentingan untuk mengajukan hak uji materil terhadap pemberlakuan Pasal 6
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden karena mengandung muatan menghambat Para Pemohon khususnya
Pemohon | untuk menjadi calon Presiden dan menghambat calon Presiden vang akan
! diajukan oleh Pemohon Il atau dengan kata lain bertentangan dengan Undang-
Undang Dusar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ooeeeoooomoeeeeee .

Berdasarkan uraian tersehbut di atas menurut Pemohon jclaslah bahwa Para
Pemohon memiliki Kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi Pemohon
dalam Permohonan Pengujian Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oo~ ~

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

I. Bahwa vang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan i adalah
dimuatnya ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 vang berisi
syarat-syarut calon Presiden dan syarat-syarat calon Wakil Presiden; —-e-ceevs

tad

Bahwa dengan demikian permohonan pengujian terhadap undang-undang 1m
bukan merupakan tindakan yang dilakukan sekedar mengada-ada dan mencari-
cart sensisi, melainkan sesuatu vang sah karena berangkat dan pokok pikiran
Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 vang pada pokoknya menyatakan | Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemserintahan itu dengan tidak ada kecualinya, -~ ——ceeemee e

Hak untuk memilib dan dipilih adalah Hak asasi Manusia

3. Bahwa dalam Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB
LTabun! 194 S00SERRRNE = sareeimemtrenmi e

i.  Evervone has the right to take part in the government of his country, directly
or through freely chosen representatives; .

il. The will of the people shall be the basis of the authority of government, this will
shall be expressed in periodic and genuine election which shall be by universal
and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting

PrOCEENIEES meomeesie - a
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Dengan demikian  jelas kiranva bahwa dalam sualu masyarakat yang
demokratis, yang telah diterima oleh suatu bangsa-bangsa beradab, hak atas
partisipas: politik adalah suatu hak asasi manusia yang dilakukan melalus
pemilihan umum yang jujur sebagai manifestasi kehendak rakyat vang menjadi
dasar otoritas pemerintah ( Presiden / Wakil Presiden ) Tanpa adanya alasan yang
sungguh beralasan, hak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilthan umum
Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh dihambat / dilanggar; ------—— -

4. Bahwa kemudian dalam Pasal 25 International Covenant On Civil and Political
Rights (ICCPR) Tahun 1966 disebutkan * —~eooo—— oo

Every citizen shall have the right and the oppoertunity, without any of distinction
mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions -

(@). To take part in the conduct of publict affairs, directly or thraug freely chosen
represeniarives; o

(b). To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by
universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaraniecing the

Sree expression of the will of the electors; ———— ——— e

Article 25 [CCPR i menegaskan bahwa pemilithan umum ( Pemilihan Umum
Presiden dun Wakil Presiden) dimaksudkan untuk menjamin kebebasan ekspresi dari
kehendak para pemilih {( The free expression of the will of the electors ) atau dengan
kata lain tidak boleh dihambat olch Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003: -

Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

3. Bahwa sebagai bagian dari masyarakat Internasional, Indonesia juga mencantumkan
ketentuan Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan pasal-pasal
dalam Undung-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaity

a. Pasal 27 ayat (1) . " Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wafib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya "; "

b. Pasal 28 C ayat (2) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 : " Setiap orang berhak untuk memajukan dirinva dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa
dan negaranya "

¢. Pasal 28 D avat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun 1945 - " Setiap orang berhak atas pengakuan, Jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum ";
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d. Pasal 28 D ayat (3) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia  Tahun 1945 | * Setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam  pemerintahan ™ ——

¢. Pasal I8 | ayat (2) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun 1945 © " Setiap orang berhak bebas dari perlakuan vang
bersifar diskriminatif artas dasar apapun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan vang bersifut diskriminatif itu "';

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas. Jjelas menumukkan bahwa Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang
untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara: menjamin perlakuan vang sama
dihadapan hukum. menjamin hak memperoleh  kesempatan yang sama dalam
pemerintahan ( Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ), menjamin
hdak adanya perlakuan diskriminaul’ dan menjammn bersamaan kedudukannyva
cifvadapan hikum dan pemermiatian uu dengan tidak ada kecualinya; - e

7. Bahwa bila hal mana ingin dilakukan pembatasan, itu harus dilakukan secara hukum
melalur institust yang berwenang vaitu Pengadilan Tanpa itu semua diskriminasi
dan pembatusan apapun tidak boleh dilakukan dan dilarang secara hukum, -----—

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pasal 6 huruf d dan < Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 19435; - -

IV. PROVISI

Mengingat pelaksanaan pendaftaran calon Presiden dan calon Wakil Presiden
sudah ditetapkan pendaftarannya mulai tanggal I sampai dengan 7 Mei 2004, dimana
proses seleksi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sudah mulai dilaksanakan,
dirasakan perlunya dilakukan tindakan pendahuluan untuk mencegah timbulnya
kerugian vang lebih parah. Untuk ity para Pemohon memohon agar Mahkamah
Konstitusi berkenan untuk terlebih dahulu menyatakan dan memerintahkan Pasal 6
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4311 ) untuk sementara dinyatakan tidak berlaku hingga adanva
keputusan vang berkekuatan hukum tetap dan final atas perkara s — - -

V. PETITUM
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kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan hak wuji
materil ini sebagai benkut .- -- -- -

A. DALAM PROVISI

Menyatakan dan memerintahkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003
tentang Pemilthan Umum Presiden dan Wakil Presiden  ( Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311 ) untuk sementara
dinyatakan udak berlaku sampal adanya keputusan vang berkekuatan hukum tetap
dan final atas perkara i

B. DALAM POKOK PERKARA

I. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan  pengujian  undang-undang
vang dinjukan olch Para Pemohon: -

2 Menyatakan Pasal 6 huruf d dan s Undang-undung Nomor 23 Tahun 2003
tentang Pemilthan Umum Presiden dan Wakil Presiden ( |.embaran Negara
Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311 ) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (945

Menvatakan Pasal 6 huruf d dan s Undang-undang Namor 23 Tahun 2003
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ( Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311 ) udak
mempunya kekuatan hukum mengikat,--

Lad

4. Biaya perkara menurut hukum:

Menimbany bahwa pada persidangan tanggal 22 April 2004 para Pemohon telah
didengar keterangunnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon tetap pada
dalil-dalil permohonannya,

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon « guo, pada persidangan
tanggal 22 April 2004 telah didengar keterangan dari pihak Pemerintah vang diwakili oleh
Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa Departemen Dalam Negeri, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No. 180/961/S) tanggal 21 April 2004, dan Mahkamah Konstitusi telah pula
menenma keterangan tertulis dari Pemerintah pada persidangan tanggal 22 Apnil 2004, yang
pada pokoknva schbagai berikut -

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negars Republik Indonesia Tahun 1945 alinea
keempat, antara lain menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam
suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakvat;, - et e reee e s e -

et T T —
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Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah
perubahan, Pasal | ayat (2) menyatakan bahwa " kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar " Perubahan tersebut bermakna bahwa
kedaulatan rakvat udak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut
ketentuan Undano-Undang Dasar. Salah  satu wujud dan  kedaulatan rakvat adalah
penyelenggaraan Pemilihan Umum baik untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD
maupun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang semuanya dilaksanakan menurut
undang-undang scbagai perwujudan negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesii; «————— -

Pasal 6A |ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan
bahwa " Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
" dan " Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Poliuk atau
gabungan partai politk peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum ©
Presiden dan Wukil Presiden dipilih setiap lima tahun sckali melalwi pemilu yang
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang diselengparakan
oleh suatu Komist Pemilihan Umum yang bersifat nasional. tetap, dan mandirni; -

Part Polink merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat,
bangsa, dan negara sekaligus sebagai sarana kadensasi dan rekruitmen Kepemimpinan
nasional. Oleh Karena 1tu, peserta Pemilu Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah
Pasangan Calon vang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partar Politk vang
penentuannya dilaksanakan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal
Partai Politik atau kesepakatan antar Partai Politik vang bergabung; —--

Pemilthan  Umum  Presiden dan Wakil Presiden sccara langsung oleh rakvat
merupakan suatu proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan polink vang lebih
demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan Pemily
Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat,
partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan perlu disusun suatu Undang-undang tentang
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih
Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga
mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya
tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; -

Berdasarkan Pasal 23F ayart (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil; «--—-- e

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu rangkatan dengan Pemilu
anggota Dewan Pérwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan  Perwakilan
Rakyat Dacrah yang dilaksanakan sekali dalam [ima tahun Pemilu  Presiden  dan  Wakl
Presiden secara langsung oleh rakyat akan memberikan legitimas: vang kum kepada Presiden
dan Wakil Presiden terpilih dalam menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan
Nepan; —=-=----=-=r--
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KPU beserta perangkatnya sebagai penvelenggara Pemilu anggota Dewan
Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah adalah
Juga penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang masa kerjanya discsuaikan
dengan ketentuan undang-undang imi. Ketentuan tentang KPU beserta perangkatnya
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilthan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah berlaku jupa dalam undang-undang ini, dan ketentuan vang belum diatur
dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 diberlakukan ketentuan dalam undang-undang
ini;

Pasangan Calon yang dapat mengikuti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah
Pasangan Calon vang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang
memenuhi persyaratan. Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan
satu Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan memperoleh sekurang-kurangnya 15%
dari jumlah kursi DPR atau sekurang-kurangnya 20% dari perolehan suara sah secara
nasional dalam Pemilu anggota DPR. Khusus untuk Tahun 2004 partai politik atau
gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
dengan persyaratan memperoleh sekurang-kurangnya 3% dari jumlah kursi DPR atau
sekurang-kurangnva 5% perolehan suara. Pengaturan scperti itu dimaksudkan agar Partai
Politik sebagai sarana partusipasi politik rakyat di dalam mengusulkan calon telah melalui
seleksi awal dukungan kekuatan legitimasi politik untuk dapat mengirimkan calon Presiden
dan calon Wakil Presiden. Selain persyaratan untuk Partai Politik atau gabungan Partai
Politik, calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi persyaratan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 —eeeeeee —-

Bahwa dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan Pemohon adalah pithak yang menganggap hak
dan / atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya undang-undang
VAU § —mmmmmmm

4. perorangan warpa negara Indonesia; -

b. kesatuan masvarakat hukum adat sepamjang masih  hidup dan sesuai denpan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur
dalam Undang-undang; --—-——-eeee.

¢. badan hukum publik atau privat; atau:

d. lembaga Negara; —------— —-- - --- -

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi keberadaan Pemohon tidak Jelas, karena K. H, Abdurrahman Wahid
dalam kapasitas selaku pribadi maupun dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Dewan
Syuro Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Alwi Abdurrahman Shibab selaku Ketua Umum
Dewan Tanfidz Panta Kebangkitan Bangsa dan Badan Hukum Partai Kebangkitan Bangsa
tidak jelas, karena dalam surat permohonan tidak melampirkan bukti Surat Kuasa dari Ketua
Umum Dewan Syuro Parta Kebangkitan Bangsa, Ketua Umum Dewan Tanfidz Parai
Kebangkitan Bangsa dan Badan Hukum Partai Kebangkitan Bangsa;
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Bahwa  dengan  dikeluarkannya Lindang-undang Nomor 23 Tahun 2003
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak Jelas dan / atau kewenangan
konstitusional Pernohon dirugikan, karena tahapan pelaksanaan pencalonan Presiden dan /
atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003
belum dilaksanakan. -

Berdasarkan  keterangan tersebut di atas, kedudukan hukum (/egal standing)
Pemohon uji Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau cacal hukum, sehingga permohonan
wji Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 vang diajukan oleh Pemohon supaya ditolak atau
tidak diterima olch Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;

Pemenintah tidak sependapat dengan alasan/argumentasi yang diajukan Pemohon
dalam permohonan vang menyatakan bahwa Pasal 6 huruf' d dan s Undang-undang Nomor
23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bertentanpan
dengan Pasal 27 avat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), dan Pasal 28
I'ayat (2) Undang-| Indang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan penjelasan
sebagal berikut § v

I. Bahwa persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam
Pasal 6 huruf d dan s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentan g Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden adalah merupakan amanat dari pada Undang-Undang
Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C avyat (2), Pasal 28D avat (1), dan
ayat (3), dan Pasal 28 [ ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan hal tersebut dalam pembahasan telah dikaji dan dipertimbangkan
secara cermat Khususnya yang berkaitan dengan persamaan kedudukan hukum dan hak-
hak asasi warpa negara oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakvat Republik
Indonesia, =--eo-—-

-

Bahwa dalam perumusan Pasal 6 huruf d dan s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada pokoknya telah mendapat
kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan sama
sekali tidak diputuskan melalui VOUNE atau pengambilan SUarn, «—eeeeeeosooem e,

3. Bahwa esensi persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden schagaimana diatur
dalam Pasal 6 huruf d dan s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjelasan sehagai berikut - -

= —_——

a. Pasal 6 huruf d yang menyatkan " mampu secara rohani dan jasmani untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden *
merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain menyatakan * Calon Presiden dan
Wakil Presiden harus mampu secara roham dan Jasmani untuk melaksanakan tugas
dan kewajibannya sebagai Presiden dan VVRKI PYCKIION ) e
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b. Pasal 6 huruf s yang menyatakan calon Presiden dan calon Wakil
Presiden " bukan bekas anggota Organisasi Terlarang Partai Komunis Indonesia,
termasuk Organisasi massanya, atau bukan orang vang terlibat langsung dalam G 30
S/PKI " adalah merupakan konsensus / kesepakatan nasional atas pengkhianatan

vang dilakukan oleh ( 30 S/PKI pada tahun 1965 dan sebelumnya pada tahun
1948 yang menimbulkan korban jiwa dan menimbulkan trauma terhadap bangsa
IndOnesia; oo

4. Bahwa pengaturan mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, telah
sejalan dengan persyaratan bagi warga negara Republik Indonesia yang akan menjadi
calon Kepala Daerah, calon anggota DPR. calon anggota DPD, dan calon anggota
DPRD, maupun bagi calon anggota Mahkamah Agung, calon anggota Mahkamah
Konstitusi serta calon Pegawai Negeri Pengaturan persyvaratan ini telah berpedoman
kepada norma-norma / kaidah-kaidah yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selama im telah benmternalisasi dan
melembaga serta berlaku dan diterima oleh seluruh komponen bangsa darn waktu ke
WKL, s

Berdasarkan  keterangan  Pemerintah  terscbut  di atas, maka Pemerintah
berkesimpulan terhadap up Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang  Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut :

1. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan uji
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
s Ll B R e

2. Permohonan Pemohon, untuk sebagian atau seluruhnya tidak mempunyar dasar
hukum yang kuat untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,

B Tt S —

3. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan U ndang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; <oeeeeee.

4. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemiliban Umum Presiden
dan Wakil Presiden tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, —-—-coooooeeeeeeee.

Menimbang hahwa terhadap permohonan para Pemohon u quo, pada persidangan
tanggal 22 Apnl 2004 telah didengar keterangan dari pihak Dewan Perwakilan Rakvat
Repubhk Indonesii yang diwakili oleh Kuasanva, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No
HE.DO/1504/DPR RI2004 tanggal 20 April 2004, dan Mahkamah Konstitusi telah pula
menenma keteranzan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik [ndonesia pada
persidangan tanggal 22 Apnil 2004, vang pada pokoknya schagai berikuf © —-

Bahwa Pemohon tidak memiliki hak konstitusional yang dirugikan berdasarkan
ketentuan Pasal 6 hurul s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden, karena Pemohon bukan termasuk hekas anggota
arganisasi ferlarang Martat Komunis Indonesia, termasuk OFRUnisast massanva, atan
bukan orang vang rerlibat tangsung dalam A [N o S SR

.....
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Berdasarkan uraian di atas permohonan Pemohon tidak memenuhi  syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5t karenanya permohonan Pemohon harus
dinyatakan tidak dapat diterima; m—————aeee e -

I. KRONOLOGIS PEMBAHASAN UNDANG-UN DANG NOMOR 23 TAHUN
2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diajukan
Pemerintah kepada DPR-R1 melalui surat dengan Nomor R 02/PLI/1/2003 tertangeal
28 Januari 2003, dan diterima oleh DPR RI tanggal 29 Januari 2003 ;————— e

Dalam Rapat Konsultasi Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 4 Maret
2003 diputuskan bahwa RUU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dibahas dan
ditangani sehuah Panitia Khusus:——

Pengesahan pembentukan Pansus ini disahkan dalam Rapat Paripurna tanggal 6 Maret
2003 dengan Surat Keputusan Nomor 34/DPR R/ 172002-2003; -

Pembicaraan 1ingkat | / Pembahasan atas RUU tersebut di lakukan mulai tanggal 6 Marer
2003 s/d 6 Juli 2003 antara Panitia Khusus dengan Menteri Dalam Negeri:—-—-

Pembicaraan Tingkat | dapat dijelaskan mekamsmenya sebagai berikut -

I. Rapat Kerja dilaksanakan sebanyak 19 ( sembilan belas ) kali rapat vaitu pada tangpal
6,24, 26, 31 Maret 2003 , tangpal 1, 7. 9. 21. 23 28, 30 Apnil 2003, tanggal 5. 7, 12,
13 dan 14 Mer 2003 kemudian dilanjutkan pada tanggal 23 dan 24 Juni 2003 dan
teraklhur Rapat Kerja dilaksanakan tangpeal 4 Juli 2003 -

e

Rapat Panitia Kerja dilaksanakan scbanyak 13 ( tiga belas ) kali pada tanggal 22, 23,
24,26, 27, 29,30, 31 Mei 2003, kemudian tanggal 2, 3, 5, 6, 7 Juni 2003: —eeereeeeeee

¥

4. Rapat Tim Perumus dan Tim Kecil dilaksanakan sumultan dengan Rapat Panitia Kerja
pada tanggal 8 Juni 2003 sampat tanggal 3 Juli 2003,

4. Lobby dilaksanakan sebanyak 9 ( sembilan ) kali berjalan secara simultan dengan
rapat-rapat Panitia Kerja, Tim Kecil, Tim Perumus dan terakhir pada tanggal 3 Juli
2003 sampai pukul 03.30 WIB,

Pembicaraan Tingkat 11 / Pengesahan RUU dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2003;———

e e S — ——

2. PEMBAHASAN SUBSTANSI PASAL 6 HURUF D
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Pasal 6 huruf d yang merupakan bagian dari Pasal 6 Undang-undang Nomor 23
Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6 tersebut
mengatur mengenai persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil
Presiden, dengan demikian Pasal 6 huruf ¢ mengatur mengenal salah satu syarat untuk
dapat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden

Dalam draft Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
vang diajukan [*emenntah kepada DPR-RI melalui surat dengan Nomor R 02/PU/12003
tertanggal 28 Junuan 2003, rumusan  Pasal 6 huruf ¢ adalah sebagai berikut

Pasal 6
¢. Sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan hasil pemenksaan keschatan secara
menycluruh untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil
Presiden; —-

Dalam usulan-usulan yang dimasukkan sebagai Usulan Daftar Inventarisasi Masalah olch
fraksi-fraksi DPR RI, terkait dengan persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden
beberapa fraksi mengusulkan perubahan Draft Pasal 6 huruf ¢ tersebut antara lain

e e S o M - e

F.PDIP :

Pasal 6

¢. Mampu sccara roham dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai
Presiden dan Wakil Presiden; —eeoeeeeeeeeee

F.PG :

c. Sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan hasil pemenksaan  keschatan  secara
menycluruh untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil
Presiden dibuktikan dengan Surat Keterangan TIM Dokter vang dibentuk olch KPL; —

F.KKI :
FKKI menyatakan bahwa seharusnya Pasal 6 huruf ¢ ini menjadi Pasal 6 huruf a dengan
TUMUSAN. e -

4. Sehat jasmani dan  rohami  berdasarkan  hasil pemeriksaan  kesehatlan secara
MENYCIUPUR, oreemsmmmm s e e e eanas

F.PDU ;
FPDU menyatakan bahwa sebaiknya Pasal 6 huruf ¢ ini menjach Pasal 6 huruf b dengan
FUMUSAN | ~=ssseesnssoerameeannnsan

b, Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemerniksaan keschatan secara menyeluruh
untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebaga Presiden dan Wakil Presiden, -~

e L — - -
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AT 7. o
Dalam proses pembahasan selanjutnya di dalam Pansus RUU Pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden. Fraksi Kebangkitan Bangsa mengusulkan Usulan Tambahan untuk
bersama-sama dibahas sebagai Materi Dafiar Inventarisasi Masalah vang salah satunva
mengusulkan perubahan Pasal 6 hurul ¢ draft RUU Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden;—--emseeememmeaaa

Dalam usulannva F KB mengusulan perubahan schagai berikut -

Pasal 6 hurul ¢
¢. Mampu secara rohani dan jasmam untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai
Presiden dun Wakil Presiden; --

Dalam  pembahasan  Rancangan Undang-Undang tersebut oleh Panitia Khusus
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,
pembahasan mengenai Pasal 6 huruf ¢ ini dirumuskan dalam Daftar Inventarisasi
Masalah 53. Dalam forum Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 April
2003 telah diputuskan bahwa untuk DIM 53 ini untuk selanjutnya dibahas dalum forum
Rapat Panitia Kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Undang-lndang Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden; ———--

Dalam pembahasan di tingkat Panitia Kerja, terhadap usulan-usulan fraksi-fraks) ini
dilakukan dishusi dan adu argumentasi mengenal latar belakang dan alasan-alasan
pentingnya perumusan Pasal 6 huruf ¢ ini oleh masing-masing fraksi,

Pembahasan di tingkat Panitia Kerja temvata tidak berhasil membertkan kesamaan
persepsi vang diperlukan untuk memutuskan DIM 53 sebagan draft final / rumusan akhir
dari Pasal 6 huruf ¢, sehingga akhirnya pada tanggal 7 Juni 2003 discpakati dipending
untuk dibahas lebih intensif dalam forum lobby;

e ——

Dalam forum lobby tanggal 3 Juli 2003 bersama-sama dengan beberapa pasal yang
belum berhasil disepakati, akhimya disepakati DIM §3 yang berisi rumusan pengaturan
vang semula "asal 6 huruf ¢ menjadi Pasal 6 huruf d dengan rumusan sesuai dengan
Usulan FPDIP dan F KB Konkordan dengan Pasal 6 UUD 1945 vang selengkapnya
sebagai berikur

Pasal 6
b. Mampu sccara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban schagu
Presiden dan Wakil Presiden; -—-- - e

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat bahwa
permohonan yang diajukan oleh para Pemohon yang menvatakan bahwa Pasal 6 huruf d dan

huruf s bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal
28D avat (3), dan Pasal 28] ayat (2) UUD 1945 tidak beralasan, karena itu permohonan harus
dinyatakan ditolak ——eeeeee ——————— —

Menimbany bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah
mengajukan bukti-bukn surat yang dibeni tanda P-1 sampai dengan P-5, vaitu sebagai benikut

e . i
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1. BuktiP-1 : Foto kopi Akta Pendirian Partai Kebangkitan Bangsa Nomor |
tanggal 29 Januan 1999, vang dibuat dihadapan Gde Kenayasa, S}, Notaris
di Jakarta; e -

[

Bukti P-2 © Foto kopi Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor
' M-41.UUM.06.08 Tahun 2003 tanggal 06 Oktober 2003

3. BuktiP-3 - Foto kopr Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679 Fahun 2005
tentang Penetapan Nomor Urut Partai Polink sebapai Peserta Pemilihan
Umum Tahun 2004 tanggal 8 Desember 2003 -

4. Bukti P-4 © Ashi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden: :

5. BukuP-5 . Foto kopt Declaration on the Rishis if Ihisabled Persons (1973 — 4
| |
Disahled Persons have the same civid and polducal riglis as other hunan
Bt sele s S SR S - — .-

Menimbany bahwa terhadap permohonan tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan
Ahli maupun Saksi; ~eeeeemmeeeeo

Memmbany bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yany terjadi
dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara diunggap teluh tercatat dalam putusan
ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. —

e e 8

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang babwa maksud dan tujuan Para Pemohon dalam permohonan a ¢uo adalah
schagaimana disebutkan di atas:

Menmimbang bahwa, sebelum memasuki substansi atau pokok permohonan. Mahkamah
Konstitusi terlebih dahuly harus mempertimbangkan hal-hal berikut

e L ——

I. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang  memenksa, mengadili dan  memutus
permohonan pengujian terhadap Pasal 6 huruf d atau keseluruhan Pasal 6 Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

2. Apakah hak konstitusional Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 6 hurut d, atau
keseluruhan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemiliban Umum
Presiden dan Wakil Presiden sehingga menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mercka memiliki kedudukan hukum (legal
standing) guna mengajukan permohonan pengujian (udicial review) Pasal 6 huruf d. atay
keseluruhan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan UUmum
Presiden dan Wakil Presiden; --ssseeee s ceeesmmemereeeeenas
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Terhadap kedua hal dimaksud, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagar berikut - —

KEWENANGAN MAHKAMATI KONSTITUSI

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 juncro Pasal 10 avat (1) Lindang-undang Nomor 24
Tahun 2003 entang Mahkamah Konstitusi, maka terlepas dan adanya perbedaan pendapat
diantara para Hakim Konstitusi mengenal Pasal 50 Undang-undang Nomor 4 Tahun
2003, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir vang
putusannya bersifat Hnal gung menguji Pasal 6 hurul d, stau keseluruhan Pasal 6 | ndang-
undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 woee—emoeooo

KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING)

Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusional mereka dirugikan dengan
diberlakukannya Pasal 6 huruf d dan s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003,
schagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 -

Pemohon I, KH  Abdurrahman Wahid. scbagal perorangan warga negara
Indonesia yany diusulkan sebagai calon Presiden oleh Partal Kebangkitan Bangsa maupun
sebagai Ketua UUmum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa, memiliki kedudukan
hukum (legal stunding) suna mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 6 hurut
d, atau keseluruhan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilithan
Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Akan hulnya Pemohon 11, Dr. Alwi Abdurrahman Shihab dalam Kapasitas sebaga
perorangan warga negara Indonesia, tidak memiliki legal standing karena dalam kapasitas
tersebut tidak ada hak konstitusional Pemahon 11 yang dirugikan oleh berlukunya Undang-
undang ¢ guo. Sedangkan dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz Partas
Kebangkitan Bangsa yang akan mengusulkan Pemohon | sebagai calon Presiden Par
Kebangkitan Bungsa, Pemohon Il memiliki legal standing:—

Namun dalam pada itu, permohonan pengujian yang diajukan Para Pemohon
terhadap Pasal 6 huruf s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 lentang persvaratan
Presiden dan Wakil Presiden bukan bekas anggota organisas: terlarang Partai Komunis
Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam
G 30 S/PKL tidaklah dapat diterima karena hak konstitusional Para Pemohon tidak
dirugikan dengan diberlakukannya pasal dimaksud Para Pemohon bukan bekas anggota
orgamsast lerlarang PKI, termasuk organisasi massanya, serta bukan orang vang terlibat
langsung dalam G 30 S/PKL-——eemee e —

TENTANG PROVISI
Memmbang bahwa para Pemohon « quo jugn mengajukan permohonan provisi

agar Mahkamali Konstitusi terlebih dahulu menyatakan dan memerintahkan Pasal 6
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
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Wakil  Presiden  wntuk  sementara dinvatakan  tidak  berlahe  lungea
adanya kepulosan vang berkekuatan hukum tetap dan final atas perkars 07—

schubungan dengan permohonan provisi dimaksud., dalam hukum acara
pengujian undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, lembaga provisi tidak dikenal Oleh karena itu permohonan
provisi @ quo harus dinvatakan tidak dapat diterimag---—--—---cmeeuue ——- ---

POKOK PERKARA

Menimbang bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan para Pemohon
semula adalah Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden yang olch para Pemohon dianggap bertemtangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 karena  hersifat
diskriminatif’ serta merugikan hak konstitusional para Pemohon: —— -

Memmibang bahwa pada persidangan tanggal 22 April 2004 para Pemohon,
melalur kuasanva, telsh memperbaiki  permohonannya  dengan  menvatakan  bahwa
substansi yang dimohonkan untuk diuji hanya sebatas Pasal 6 hurut d dan s Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2003, ---

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 22 Aprl 2004 Pemohon, melalu
kuasanya guna memperkuat dalil-dalilnya juga menggunakan ketentuan Angka 4 dan
Declaration on Rights of Disabled Persons (1975) dan mengaitkannya dengan ketentuan
Article 21 Universal Declaration of Human Rights serta Pasal 25 Iniernational Covenant
on Civil and Political Rights;

-

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan dalil-dalil Pemohon di atas, maka
persoalan hukum vang harus dipertimbangkan dalam permohonan ini adalah sehaga
berikut | —-—eee e -

| Apakah benar Pasal 6 huruf d Undang-undang @ quo bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar; ——————-x- :

2 Apakah teput Declaration on the Rughes of Disabled Persons (1975) duerapkan dalam
PRrMORORNEN & g} ——— e CUEERRA

Menimbang bahwa menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal
| ayat (3). sehingga dengan sendininya melarang diskriminasi sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D avat (1), Pasal 28 D avat (3) dan
Pasal 28 ayat (2), Pasal | ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia sebugai penjabaran Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 tidak membenarkan diskriminasi berdasarkan perbedaan
agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ckonomi, jenis kelamin,
bahasa dan kevakinan politik. Dengan demikian, dalil Pemohon vang menggunakan Pasal
25 Internarional ¢ ovenant on Civil and Political Rights sebagai landasannva adalah tidak
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tepat. Oleh karena yang dilarang oleh Pasal 25 tersebut adalah diskriminasi
yang disebut dalam Pasal 2 Covenant vaitu diskriminasi vang didasarkan atas agama,
suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelammn, bahasa
dan keyakinan politik serta pembedaan-pembedaan yang tak masuk akal; —--—-

Menimbang bahwa Article 2! tniversal Declaration of Humuan Rights yang
menyatakan | -

1. Everyone hus the right to take part mn the government of his country, directly or
through freely chasen representatives; -

2. Everyone has the right of equal access to public service in his country; -—

3. The wall vf people shall be the basis of the authority of government; this will shall b
expressed m perwdic and genuine electivas which shall be by wmversal und equal
suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures: ———

Memimbang bahwa prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan dalam . {rticle 2]
Universal Declaration of Human Rights dimaksud sudah merupakan prinsip-prinsip
umum yang dierima oleh masyarakat internasional dan bahwa Indonesia adalah bagian
dari masyarakat internasional secara implisit juga mengakui berlakunya prinsip-prinsip
tersebut, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan, alinea ke [V dan secara cksplisit
tersurat dalam Bab X A Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; —

Bahwa schubungan dengan itu perlu kiranya Majelis menimbang apakah Pasal 6
huruf d, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 bersifat diskriminatif, dan karenanva
bertentangan- dengan Undang-Undang Dasar sebagaimana didalitkan Para Pemohon,

e e e i e e T e i

Buhwa perlu dikemukakan, Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 yang
mengatur beberapa persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan
perintah konstitusi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang  belum  secara tegas diatur
persyaratannya dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-U ndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Bahwa rumusan Pasal 6 huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 yang
mensyaratkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden mampu secara rohani dan jusman
untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden
merupakan pengulangan redaksional belaka dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak bertentangan (tegengesteld)
dengan Undanp-Undang Dasar: . -

Menimbang bahwa pencantuman persyaratan kemampuan secara rohani dan
jasmani bagi calon Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dipandang diskriminatif
karena seseorang warpa negara yung terpilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden harus
memenuhi persyaratan agar kelak mampu secara rohani dan Jasmani melaksanakan tugas
dan kewajiban kenegaraan dimaksud; - ——eeeweeeoneeo. cememnnns
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Menimbang bahwa secara constitutional imtent. persvaratan cafon Presiden dan
Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 6 avat (1) Undang-l/ndang Dasar 1943

berkenaan dengan kalimat = mampu secara rohant dan Jasmani untuk melaksanakan
tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden harus dipahami

bahwasanya calon Presiden dan Wakil Presiden harus dalam kondisi sehat secara rohani
dan jasmam dalam melaksanakan tugas dan kewajiban keneparaan dimaksud. Sehingga
ketentuan tentang persvaratan termaksud bukan hanya tidak bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar 1945 tetapi juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum
yang diakui olch masvarakat [ntemnational -ee--- -

—— e

Menimbang bahwa dalil Pemohon juea mengaitkan ketentuan Pasal 6 huruf d
Undang-undang « quo dengan Declaration on the Righty of  Disabled Persons (1973)
angka 4 vang berbunyt “Disablod persans have the same covil and polincal rights ax other
human bemgs; puaragraph 7 af the Declaration on the Righs of  AMemally Retarded
Persons applics 1o any possible limitation ar suppression of those rights for mentally
disabled persons ™ Dalam pada it paragral 7 yang dimahksud berbunvi - “Whenever
mentally retardcd persons are unuble, because of the severity of their handicap, 1o
exercise all theo riglies in a meaningful Way or it Shondd hecome aevessary o resiriet or
deny some or all of these vights, e procedire usad for that resteetion or deral of rigliy
must contam proper legal safegnard agamst overy form of ahue ™ Dengan demikian
pembatasan-penibatasan yang dilakukan oleh undang-undang sepanjang dipandang perlu
karena alasan severity of rtheir handicap schingpa  tidak memungkinkan  yang
bersangkutan melaksanakan hak-haknya * in « meaningfil way " adalah hal yang
dibenarkan, oleh karena itu tidak dapat dipandang diskriuninatif: «—-—- - -

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
Mahkamah Konstitust berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon harus ditolak, ~———

Memperhatikan, Pasal 24 | Indang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tuhun
1945 juncto Pasal 10 ayat (1) juncto Pasal 45, Juncto Pasal ST avat (1) dan juncto Pasal 56
ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitust,— — ceemvseeees

MENGADIL L

Menvatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 6 huruf' s Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak
dapat diterima;, - o

Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengupan Pasal 6 huruf d
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemibthan Umum Presiden dan Wakil
Presiden ditolak;—--— -- --

Demikian diputuskan dalam rapat permusvawaratan Pleno oleh 9 ( sembilan )
Hakim Konstitusi pada hari © Kamis. tanggal 22 April 2004, dan diucapkan dalam Sidang
Pleno Mahkamah Konstitusi vang terbuka untuk umum puca han Jumat, tanggal 23 April
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2004, oleh kami Prof. Dr Jimly Asshiddigie, S:H sebagar Ketua merangkap anggota
dan didampingi oleh  Prof Dr. I1. M. Laica Marzuki, S 11, Prof HAS. Natabaya, S H.,
LLM, . Achmad Roestandi, $.H., Dr. Harjono, S.11. MLi Prot” 11. Abdul Mukthie
Fadjar, STL.M.S.. | Dewa Gede Palguna, S H., MIL, Maruumr Stahaan, S H., Soedarsono,

S5.H., masing-masing sebagai Anggota dan d:lmntu oleh I'iyono Edy Budhiarto, S.11 :x:bagat
P&mmra Peng_.,anll dengan dihadint oleh Para Pemohon [ Kuasanva; -

KETUA,
thd.

1. Praf. Dr himly Asshiddigie, S.11,
ANGGOTA - ANGGOTA,

. thil.

2. Prof. Dr. HM 1 aica Marzuki, S.11 3. Proll TEAS, Natabaya, S11, LILM
ttd. tud,

4. H. Achmad Roestandi, S 11, 5 D Harjono, S.11., MCI..
ttdl. thil.

6. Prol. HA Mukthic Fadjar, S H. MS 7.1 Dewa Gede Palguna, S.11, MH
tud. ' .

8. Maruarar Siahaan, S H 9 Socdursono, S 11

PANITERA PENGGANTIL.

.

Tnyono Edy Budhiarto, S H,
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